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RINGKASAN
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Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu bentuk partisipasi
masyarakat dalam otonomi daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan di daerah. Tidak
dapat dipungkiri bahwa keuangan daerah adalah faktor paling dominan dalam
menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karenaitu pemerintah
daerah di berikan wewenang secara luas untuk menggali potensi yang ada untuk
dijadikan sumber pendapatan daerah. Jika potensi daerah itu kurang maksimal
dalam hal ini hasil alam, tambang, pariwisatadll, maka sektor pajak-lah yang
perlu lebih dioptimalkan unuk mengatasi hal tersebut. Dan PBB adalah salah satu
sumber kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah mengingat 65 persen dari
hasil PBB adal ah bagian untuk pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah
daerah Tulungagung.

Laporan penelitian ini bermaksud untuk menguraikan upaya-upaya apa
yang dilakukan oleh KP-PBB Tulungagung dalam mengoptimalkan penerimaan
PBB agar dapat memberikan kontribusi besar dalam pendapatan daerah kab.
Tulungagung. Oleh karena itu metode penelitiannya dilakukan seara deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode ini
diharapkan fokus penelitian dapat tercapai dengan penjelasan yang lengkap
sehingga laporan penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah yang ada dan
tujuan penelitian dapat tercapai.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan dari PBB setiap
tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun telah memenuhi target dari pusat
untuk keseluruhan realisasinya, namun penerimaan dari PBB ini masih kurang
optimal dikarenakan masih adanya sektor-sektor dari PBB yang masih belum bisa
mencapai target dan masih banyaknya tunggakan-tunggakan dari wajib pajak.
Untuk itulah diperlukan upaya-upaya mengoptimalkan penerimaan PBB agar hasil
yang dicapa dapat maksimal mengingat kontribusi yang di berikan terhadap
pendapatan daerah akan semakin besar pula.
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BAB |
PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang berkdsimgan ditujukan
untuk lebih meningkatkan taraf hidup dan kesejaaterrakyat. Pembangunan
daerah merupakan bagian integral dari pembanguasiormal yang bertujuan
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan di da€dangan adanya otonomi
daerah pelaksanaan pembangunan daerah sepenuhsgeahkian kepada
pemerintah daerah, baik dalam penentuan kebijg@rgncanaan, pelaksanaan
maupun pembiayaannya. Oleh karena itu pembanguaarald diarahkan untuk
mengembangkan daerah sesuai dengan potensi yanigmageran masyarakat itu
sendiri.

Untuk menyelenggarakan pembangunan daerah yandslichaiperlukan
perangkat alat-alat pemerintahan dan untuk itws jel@amerlukan sumber-sumber
keuangan yang memadai. Keuangan daerah merupaktor ffominan yang
menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Deteyaikian pemerintah
daerah diberikan wewenang secara luas untuk manmgehsi daerah yang ada,
untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daeleh, karena itu potensi-
potensi yang merupakan sumber pendapatan daersdéthdkan secara maksimal
agar kontribusi terhadap sumber pendapatan daeramgkat.

Salah satu usaha untuk meningkatkan pendapataahdadalah dengan
meningkatkan penerimaan yang berasal dari sekfak phal ini membuktikan
bahwa sektor pajak merupakan sumber penerimaan patensial sehingga
pengelolaanya perlu digalakkan agar hasil yangodicgapat seoptimal mungkin.

Sumber penerimaan daerah dari sektor pajak yangasapenting
disamping Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak @an Bangunan (PBB).
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusati tet@enarnya penerimaan
dari sumber pajak ini lebih banyak akan dinikmatho pemerintah daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu hgwlindang No.25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antararifeahePusat dan Daerah
dinyatakan bahwa penerimaan Negara dari Pajak Blani Bangunan dibagi

dengan perimbangan 10% untuk pemerintah pusat Q& @ntuk pemerintah



daerah. Selanjutnya bagian dari Pajak Bumi dan &aag yang diterima oleh
pemerintah pusat itu akan dibagikan kembali kersbldaerah kabupaten dan
kota.

Dasar hukum dari Pajak Bumi dan Bangunan itu seratifalah Undang-
Undang No.12 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengdadang-Undang
No.12 Tahun 1994. Dalam sejarahnya Pajak Bumi dangBnan ini terus-
menerus mengalami penyempurnaan dengan menggaatii@a-peraturan pajak
yang telah ada dan di anggap tidak relevan. MenuUndang-Undang Pajak
Indonesia (2000:315) setidaknya telah tujuh kaljatk pembaharuan terhadap
peraturan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu :

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga Tahun 1908 sebagaitelahabeberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintahg@anti Undang-
Undang Nomor 19Tahun 1959, yangdengan Udang-Undéorgor 1
ditetapkan menjadi Undang-Undang.

2. Ordonansi Verponding Indonesia Tahun 1923,sebageaini@ah diubah
beberapa kali,terakhir dengan Staatsblad 1931 nagtr

3. Ordonansi Verponding 1928 sebagaimana telah diulbaberapa
kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tals01

4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, sebagaiman tela¢rdyed kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1967.

5. Ordonansi Pajak Jalan 1942 sebagaimana telah Ipebdwi diubah
terakhir dengan Rechtspleging OorlogsmisdrijveraStaad 1946 Nomor
47.

6. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentargt®ran Umum
Pajak Daerah,Pasal 14 huruf j, k, dan |, yang derilgadang-Undang
Nomor 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undandang.

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ndrhdahun 1959
Tentang Pajak Hasil Bumi yang dengan Undang-Undémmor 1 Tahun
1961 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Pada dasarnya pembaharuan dan penyempurnaan pergierpajakan
tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapPajak Bumi dan
Bangunan dan yang paling penting adalah meningkatesadaran masyarakat
tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangukamena tidak dapat
dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat selama isimmandah. Akibatnya akan
muncul tunggakan-tunggakan yang berdampak padaamdrdinya laju
pembangunan.

Selain tingkat kesadaran dari masyarakat, faktan Ilgang harus
diperhatikan adalah dari pihéilskus atau aparat pajak. Dalam hal ini aparat pajak
dituntut untuk selalu bertindak adil, pasti, daileteliti dalam pengamatannya di



lapangan karena masih banyak ditemukan obyek pajag lolos dari pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu seiring perkamghln zaman yang cepat
sehingga menyebabkan naiknya harga-harga yang #mgncguga harga
tanah/bumi maka hendaknya dilakukan penyesuaiagasieselalu mengpdate
data obyek pajak dalam rangka mengoptimalkan pmaan Pajak Bumi dan
Bangunan mengingat hasil dari pajak ini begitu bes@mnfaatnya dalam
menunjang pelaksanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukaarvey pendahuluan pada
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Tulungagung, dimdaia yang diperoleh
peneliti pada kantor tersebut pada tahun 2006 petaa dari sektor PBB untuk
Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 32.966.075.289 hBsil penerimaan PBB
tersebut sekitar 65 persen adalah merupakan bdgemah tingkat Il dan menjadi
salah satu sumber pendapatan daerah. Mengingap setiun pemerintah pusat
menetapkan target terhadap penerimaan PBB makasidardiperlukan upaya-
upaya untuk selalu mengoptimalkan penerimaan PBB tagget yang ditetapkan
Pemerintah Pusat dapat terpenuhi atau bahkan daglabihi, karena semakin
besar penerimaan PBB maka semakin besar pula lositriyang diberikan
kepada pendapaan daerah. Dari fenomena inilahipaeghrik akan judul yang
diambil.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilihuljutJPAYA
MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DALAM KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH.”
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tulungagung)

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang aksmnjadi
permasalahannya yaitu :
1. Upaya-upaya apakah yang dilakukan KP-PBB untuk methgalkan
penerimaan PBB?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui oleh KP-PBB ndalgpaya
mengoptimalkan penerimaan PBB?
3. Bagaimana langkah-langkah pemecahan masalah untekgatasi
hambatan-hambatan tersebut?



C. Tujuan Pendlitian
Sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan di ataka tujuan
penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukant& Pelayanan
PBB dalam mengoptimalkanan penerimaan PBB dalantrikosinya
terhadap penerimaan daerah.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yarigndii dalam
upaya mengoptimalkanan penerimaan PBB.

3. Untuk memberikan langkah-langkah pemecahan masai@afk mengatasi

hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan PBB.

D. Kontribusi Penelitian
Adapun kontribusi penelitian dalam penulisan olah :
1. Aspek Teoritis

a. Mengimplementasikan dan mengembangkan penelitiamsudmya
perpajakan yang telah didapat dari perkuliahan.

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkemgla ilmu
pengetahuan dan menmbah wawasan keilmuan di bioemmsjakan
khususnya PBB.

2. Aspek Praktis

a. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah setegyra
mengoptimalkankan penerimaan daerah melalui selgé&.

b. Bagi pihak lain yang berkepentingan dapat bergwizagai bahan

pertimbangan/untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika pembahasan dalam penulisapsskni terdiri dari
lima bab dengan urutan sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN
Mengemukakan uraian tentang latar belakang pemilifadul,
perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusieliian, dan

sistematika penelitian.



BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
Mengemukakan teori-teori ataupun temuan-temuan alimyang
berkaitan dengan upaya mengoptimalkan penerima&n PB

BAB Il : METODE PENELITIAN
Dalam bab ini memuat fokus penelitian, lokasi pitiagl, sumber
data, pengumpulan data, instrument penelitian dafisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN
Dalam bab ini diuraikan secara garis besar gambamaum instansi,
penyajian data yang diperoleh dari instansi, setagp dilakukan
analisis data, interprestasi data yang berkaitamgale upaya
peningkatan PBB serta upaya yang dilakukan untukihle
mengopimalkan penerimaan PBB.

BABV :PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan rsaeaan yang
kiranya dapat berguna dalam upaya mengoptimalkaB E&lam

kontribusinya terhadap penerimaan daerah.



BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Pendahulu
Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti sédikéngulas tentang
penelitian pendahulu tentang Pajak Bumi dan Bangutia mana penelitian
pendahulu ini dapat digunakan sebagai pembandimg did@aungkinkan untuk
dapat disempurnakan oleh peneliti. Adapun penefiengambil skripsi dari
penelitian pendahulu yaitu :
1. IFA NODHIRATUL dengan judul skripsiUpaya Mengintensifkan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitéatalah :
a. Upaya mengintensifkan Penerimaan PBB.
1. Pengembangan SDM di lingkungan KP-PBB.
2. Perbaikan administrasi
3. Kegiatan pemungutan pajak
b. Faktor pendukung dan penghambat Penerimaan PBB.
1. Faktor pendukung
2. Faktor penghambat
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitisskriptif
sedangkan lokasi penelitiannya adalah pada KP-P&# Klalang. Dalam
penelitian ini, penulis menyimpulkan tentang bagma upaya dalam
menintensifkan penerimaan PBB adalah sebagai lteriku
a. Pengembangan SDM dalam hal ini petugas pajak diB&PMalang
dengan melakukan diklat-diklat.
b. Peningkatan disiplin kerja
c. Penerapan teknologi informasi berbasis komputerisada KPPBB
malang yaitu berupa SISMIOP dan SIG.
d. Perbaikan mekanisme pemungutan PBB agar lebileefisi
e. Perbaikan sarana dan prasarana pemungutan PBB.
f. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat serta pasga

terhadap pemungutan.



2. INTAN DAMAYANTI dengan judul Skripsi Faktor- Faktor yang

Mempengaruhi Penerimaan PBB.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitzfalah :

a. Seberapa besar pengaruh wajib pajak, pendidikaib vpajak, dan
kualitas pelayanan petugas pjak terhadap peneriPBa?

b. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhirppeaan PBB?

Analisis data yang digunakan dalam penelitian okalah analisis
deskriptif, analisis linear berganda, dan anatisggesi parsial. Sedangkan
metode pengumpulan datanya menggunakan kuesiomevaneara dan
dukumentasi.

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ir@lad penelitian
explanatory, yaitu dngan menganalisa variabel-batidengan pengujian
hipotesa. Variabel-variabel yang digunakan adalahable kesadaran
(X1) pendidikan wajib pajak (X2), dan kualitas pelaan pajak(X3)
setelah melakukan hipotesa dan menganalisis datg gda, hal yang
dapat diambil kesimpulan dalam penelitian tentaalgtadr-faktor yang
mempengaruhi wajib pajak adalah sebagai berikut :

a. Variabel kesadaranr (X1), pendidikan (X2), dan kaal pelayanan
pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikagrhadap
penerimaan PBB dengan nilai uji statistic F tesbesar 17,000
dengan probabilitas 1,000.

b. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakarssnadta regresi
linear berganda, variable kualitas pelayanan pap@knpunyai nilai
koefisien B terbesar.dari pengujian ini dapat disimpulkan bahw
variabel kulitas pelayanan pajak adalah yang palsegpengaruh
terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Pajak
1. Pengertian Pajak
Dalam proses pelaksanaan pembangunan yang seneskemnibang,
tidak dapat dipungkiri bahwa pajak mempunyai pemareng vital. Hal ini
dikarenakan pembangunan membutuhkan dana yangdesamencapai

target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, daahssatu sumber



pendanaanya adalah dari sektor pajak. Dengan adaumygutan pajak

kepada masyarakat secara tidak langsung telath f@jases pergeseran

dari sektor pemerintah kepada masyarakat/perorangan

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka pajakikdiarmenurut
Soemirto yang dikutip dalam Munawir (2000:4) “Pajakerupakan
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada KasaNegntuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan utjuklic saving” yang
merupakan sumber utama untuk membidgablic investment”.

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemirt@aieaMardiasmo
(2003:1); "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas aNegdoerdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan taeladapat jasa
timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat dikkgn dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kpamemiliki
unsur-unsur :

a. luran dari rakyat untuk Negara. Yang berhak memungajak
hanyalah Negara.luran tersebut berupa uang (bukame)

b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasatiau dengan
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negaaag ysecara
langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajalaktidlapat
ditunjukkan adanya kontraprestasi individual olelmgrintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara,iysgeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pam&rupakan
pengalihan beban pembangunan dari negara kepadgpanaleast yang
dapat dipaksakan pelaksanaanya menurut undanggndamun tiadak
ada imbalan jasa langsung yang dapat ditunjukkagamae kepada
masyarakat karena keuangan hasil pajak digunak&uk dgepentingan
umum.

Pengertian lain tentang pajak dikemukakan oleh ddjajngrat
dalam Munawir (2000:5) adalah pajak sebagai berikut

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan kewsjgebagian dari
kekayaan kepada Negara disebabkan karena suatadkelejadian dan



perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, i tétalkan sebagai
hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkamepatah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada imbal balik dari Nagsecara langsung,
untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Selain itu pengertian lain pajak menurut Adrianilada buku
Pengantar liImu Hukum Pajak (1995:2) adalah :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat sigak) yang dapaerutang
oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peratpematuran, dengan tidak
mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dépajuk, dan yang tujuannya
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaremunu berhubungan
dengan tugas negara untuk menyelenggarakan peatenimt

Pada dasarnya proses pergeseran pengalihan belmaliapan
pembangunan dari pihak negara kepada masyrakatastaaitis dapat
dibenarkan mengingat pembangunan disuatu negaranbsd#mata-mata
menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan tanggawab seluruh
lapisan masyarakat. Oleh karena tingkat kemampuasyanakat secara
ekonomi berbeda-beda, maka bagi mereka yang maremponyai
kekayaan lebih dikenakan tarif yang lebih tingginoneit klasifikasi dari
masing-masing pajak daripada masyarakat ekonomiaHenbDengan
demikian dapat dikatakan bahwa pemungutan pajakrdébdar tertentu
merupakan subsidi dari pihak yang mampu kepada kpiang
kurang/tidak mampu, karena hasil pembangunan titakya dinikmati
oleh mereka yang telah membayar pajak saja melaiskéuruh lapisan
masyarakat.

Mengingat pajak memiliki peran penting dalam kstaaan
pembangunan, namun tidak dibenarkan jika dalam pgotannya
ditemukan faktor kesewenang-wenangan didalamnyabali®aya
diharapkan melalui pajak dapat digunakan untuk npé&dan rasa
keadilan, kepastian hukum, kelayakan dan sedapatgkimu dapat

menciptakan rasa kenyamanan dalam masyarakat.
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2. Fungsi Pajak
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Nggagasangat
penting dan vital guna melangsungkan proses pelaksapembangunan
di Indonesia. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2D0adalah sebagai
berikut :

a. Fungsibudgetair
Pajak sebagi sumber dana bagi pemerintah untuk ragaib
pengeluaran-pengeluarannya

b. Fungsiregulerend
Pajak sebagi alat untuk mengatur atau melaksank&hijaksanaan
pemerintah dalam bidang social dan ekonomi

3. Pengelompokan Pajak
Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2003:5xhdal

a. Menurut golongannya
1) Pajak langsung
Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajijgk dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
Contoh : Pajak Penghasilan
2) Pajak tidak langsung
Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankanu ata
dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
b. Menurut sifatnya
1) Pajak subyektif
Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan sulygeldalam
arti memperhatikan keadaan diri pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
2) Pajak obyektif
Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpapaenhatikan
keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan B&sng
Mewah.
c. Menurut lembaga pemungutnya
1) Pajak pusat
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemrintah pusat dagyunakan
untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan tglai Pajak
Penjualan barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunam,Bém
Materai.
2) Pajak daerah
Yaitu pajak yang dipunngut oleh pemerintah daeahdigunakan
untuk membiayai rumah tangga daerah.
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Pajak daerah terdiri dari :

» Pajak Propinsi
Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan KendaraaAtah
Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

» Pajak Kabupaten/Kota
Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak HihuRejak
Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya efisiensi dalam pemungutan pajakasdigeriukan,
oleh karena itu hendaknya diterapkan sistem pentangpajak yang
sederhana dan mudah dimengerti oleh semua lapiaayanakat sehingga
masyarakat tidak terganggu dengan adanya sisterarenian pajak yang
sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana delaimdilaksanakan
akan membantu meningkatkan kesadaran dalam maayanaiktuk
membayar pajak dan memudahakan aparatur Negar& petaksanaan
pemungutan pajak itu sendiri.

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (20@8td)ri dari 3
sistem, yaitu :

a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi weweRkapada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pygaig terutang
oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutdag @ada
fiskus
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keitapajak oleh
fiskus.
b. Self assessment system
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membewewang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besapajak yang
terutang.
Ciri-cirinya :
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutdagpada
Wajib Pajak sendiri..
2) Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetatan
melaporkan sendiri pajak terutang.
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding system
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membewewang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wagpal) untuk
menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib pajak
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Ciri-cirinya :
Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutam@ath pihak
ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

5. Hambatan Pemungutan Pajak
Hambatan dalam pemungutan pajak menurut Brotodihdglam
Munawir (2000:9) berupa perlawanan terhadap prpsesungutan pajak.
Perlawanan-perlawanannya adalah :

a. Perlawanan pasif
Hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yand era
hubungannya dengan strutur ekonomi, perkembangésiektual,
moral penduduk, serta system pemungutan pajakemndis. Dalam
perlawanan pasif, tidak ada usaha secara nyatandayarakat untuk
menghambat pemungutan pajak, namun karena kondisyarakat
yang kurang sadar untuk membayar pajak atau sedlik hentang
pajak maka mereka tidak membayar pajak. Dalam malsstyang
bersifat agraris, perkembangan intelektualnya rendseau moral
penduduk tersebut jelek, maka mereka tidak tahw tatak menyadari
arti pentingnya pajak bagi negara maupun bagiydrsendiri.

b. Perlawanan aktif.
Semua usaha dan perbuatan yang secara langsupkatituerhadap
fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Dalpemlawanan
aktif, nyata-nyata ada usaha dari wajib pajak uniddk membayar
pajak. Usaha-uasaha tersebut dapat berupa pengdmndkri dari
pajak, pengelakan atau penyelundupan pajak, maupsaha
melalaikan pajak
Perlawanan pajak secara aktif, khususnya yang agrapyelendupan
atau melalaikan pajak, adalah tidak legal atau pakan pelanggaran
terhadap undang-undang. Oleh karena itu, perlwakiza yang tegas
atau adanya sanksi yang berat terhadap para pgkkiarena hal
tersebut akan dapat mempengaruhi atau mempunybatakipada
bidang keuangan, ekonomi dan bahkan pada bidamg das budaya.
Suatu hal yang sangat penting dalam menghlangkanbdtan-
hambatan dalam pemungutan pajak ialah diusahakanyadaparat
yang tangguh dan bersih serta diterapkannya systemungutan pajak
yang baik, sederhana, dan mudah dilaksanakan.

6. Tarif Pajak
Menurut Rimsky K. Judisseno (2001:30), tarif pajdibedakan
menjadi 4 macam, yaitu :

a. Tarif tetap
Adalah tarif yang besarnya tetap terhadap berbaglai yang
dikenakan pajak. Misalnya bentuk tarif yang dipgtn dalam untuk
bea materai.
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Tarif Proporsional

Tarif proporsional disebut juga tarif sebandingyantinya dikenakan
dengan prosentase tetap terhadap nilai dari obygdkk p Sehingga
jumlah pajak yang dibayarkan dengan menggunakahitajumlah
nominalnya akan berubah tidak seperti dalam tatag, jumlah
nominal pajak yang harus dibayar adalah tetapk tidaubah.

Tarif Progresif

Adalah bentuk tarif yang prosentase pengenaanya a&emakin
meningkat sejalan dengan peningkatan penerimaany gnabadi atau
badan.

Tarif Degresif

Adalah bentuk tarif yang prosentase pengenaanya aemakin
menurun sejalan dengan peningkatan pertambahaihgstam.

C. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Sgarah Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam sejarahnya Pajak Bumi dan Bangunan telatsejd jaman

penjajahan, pada saat itu telah terjadi pemungpégek atas tanah yang

dimiliki rakyat Indonesia, salah satunya adalaéndrente Landrente

bahkan juga masih diberlakukan pada saat bangsmésth menyatakan

kemerdekaanya, hanya namanya yang diganti menjagak PBumi.

Kemudian Pajak Bumi diubah menjadi Pajak Hasil Bumi

Dasar hukum atau peraturan-yang mencakup dari FRjaki dan

Bangunan itu sendiri telah diubah dari waktu ke twakBerikut ini

merupakan sejarah perkembangan peraturan yang toengatang Pajak

Bumi dan Bangunan :

a
b
C.
d
e
f.

. Ordonansi Rumah Tangga 1908

. Ordonansi Verponding Indonesia 1923

Ordonansi Verponding 1928

. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
. Ordonansi Pajak Jalan 1942

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ndrotahun
1959 tentang Pajak Hasil Bumi

Undang-Undang No.12 Tahun 1985

Undang-Undang No.12 Tahun 1994
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Perubahan-perubahan yang telah dilakukan tersedzlet gasarnya untuk
menyempurnakan peraturan yang telah ada menjadh lbhik dan
memudahkan rakyat untuk mengerti pentingya PajakiBlan Bangunan
bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia
. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakas
kepemilikan permukaan bumi dan bangunan yang bediiratasnya.
Mardiasmo (2003:269) menjelaskan pengertian tentdowmi dan
bangunan, yaitu:

1. Bumi
Adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada aiabaya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalatermasuk
rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayahuRkp Indonesia.

2. Bangunan
Adalah konstrusi teknik yang ditanam atau dilekatlsecara tetap
pada tanah dan atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan korbpledunan

Jalan tol

Kolam renang

Pagar mewah

Tempat olah raga

Galangan kapal, dermaga

Taman mewah

Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, mipgak

Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

~S@moeooTy

Menurut Soemitro dan Muttaqgin (2001:1) Pajak Buia ddangunan
adalah pajak baru yang mulai berlaku pada 1 Jari®86 berdasarkan
Undang-Undang No.12 Tahun 1985, kemudian Undangabadini
diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994, yangi berlaku
pada tanggal 1 Januari 1995.

. Sifat Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soemito dan Muttagin (2001:5) Pajak Bumm @angunan
adalah pajak yang bersifat sebagai pajak kebendaagan mengambil
setiap obyek pajak harta tak gerak, dimana yangndiipgkan adalah
obyeknya sedangkan keadaan atau status orang adan kidak penting

dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh kaitanpajak ini juga
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disebut sebagai pajak obyektif. Walaupun pajalbersifat obyektif tetapi
dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan P&j&R)(yang pada
prinsipnya setiap tahun dikeluarkan.

Setiap tahun wajib pajak diwajibkan memasukkan tSura
Pemberitahuan yang untuk PBB disebut Surat Perabhedah Obyek Pajak
(SPOP), dan berdasarkan data yang diberikan WajakRdalam Surat
Pemberitahuannya oleh Kantor Inspeksi Pajak dikktua Surat
Ketetapan Pajak atau disebut juga dengan Surat étgaftuan Pajak
Terutang (SPPT). Jadi PBB ini karena dikenakanagetahun dan
dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pa&an pajak
langsung yang pajaknya harus dipikul oleh WajibaRajang namanya
harus tercantum pada Surat Ketetapan Pajak dandajaat dilimpahkan

kepada orang lain.

. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangurssal 2
Ayat 1 yang menjadi Obyek Pajak Bumi dan Bangurgaiad Bumi yaitu
permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahB8galangkan
Bangunan ialah konstruksi teknik yang ditanam aldekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan untuk temgagdintempat usaha dan
tempat yang diusahakan.

Selanjutnya penjelasan Undang-Undang Pajak BumiBiargunan
Pasal 2 ayat 2 tentang Klasifikasi Bumi dan Banguredalah
pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai y@attean digunakan
sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitpagsinterutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatitaktor-faktor
sebagai berikut :

a. Letak.

b. Peruntukan.
c. Pemanfaatan.
d

. Kondisi lingkungan dan lain-lain
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Dalam menentukan Klasifikasi bangunan diperhatitektor-faktor
sebagai berikut :
a. Bahan yang digunakan.
b. Rekayasa.
c. Letak.
d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Adapun obyek pajak yang tidak dikenai Pajak Bumm &angunan
menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Baakdh :

a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingamnumiibidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayasional, yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakalay g sejenis
dengan itu.

c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutssate taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh, dkan tanah
Negara yang belum dibebani suatu hak.

d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat I@sa&rkan
perlakuan timbal balik.

e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasrnasional yang
ditentukan oleh menteri keuangan.

Menurut Munawir (2000:257) “Obyek Pajak yang digkera oleh
Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, perenpengenaan
pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan partadr.”

Dari penjelasan di atas dapat ditangkap bahwa llamibangunan
yang digunakan pemerintah pusat maupun daerah gasi@nya juga
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, namun tata par&itungan
maupun pemungutannya diatur tersendiri dengan WRaratPemerintah.
Pengenaaan Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakamnk u
menyelenggarakan pemerintahan dimksudkan agar pdatejuga ikut
membiayai fasilitas yang selama ini digunakan glemerintah itu sendiri.
. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Pdsal
dijelaskan bahwa yang menjadi subyek pajak adatahgoatau badan
yang secara nyata mempunyai suatu hak atas burf@atdarmemperoleh
manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai/atn memperoleh

manfaat atas bangunan.
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Namun demikian jika dalam hal atas suatu ObyekkPagdum jelas
diketahui Wajib Pajaknya, Direktur Jenderal Pajadpat menetapkan
Wajib Pajak tersebut. Penunjukan Wajib Pajak olelekdur Jendral Pajak
bukan merupakan pemilikan hak atas bumi dan/atagurean.

Orang atau badan yang menerima penetapan sebdyakspajak
dari direktur jendral pajak dapat memberikan ketgam-keterangan
secara tertulis bahwa ia bukan merupakan WajibkPggag dimaksud.
Bila keterangan yang diajukan disetujui, maka duekendral Pajak
membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak dalagkgawaktu satu
bulan sejak diterimanya surat penetapan terselpabifa dalam jangka
waktu satu bulan tersebut Direktur Jendral Pajalakti memberikan
keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggsgiugli. Namun
sebaliknya, jika ketentuan yang diajukan tidak tdige maka Direktur
jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan pemoldkengan disertai

alasan-alasannya.

6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Mardiasmo (2003:275) Tarif Pajak Bumi daanBunan
yang dikenakan atas Obyek Pajak adalah sebesar (Orb&per sepuluh
persen). Tarif ini besarnya sama dengan besarmfaP@ak Kekayaan
yang digantikan oleh Pajak Bumi dan Bangunan. TRafak Bumi dan
Bangunan yang besarnya 0,5% merupakan tarif pagak yproporsional
dengan persentase tetap, namun besarnya pajalbaiaeda, bergantung
pada besar kecilnya Nilai Jual Kena Pajak

7. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
a. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalatasaerd
pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). NJOP adalabahsata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang targecara wajar, dan
bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJORewnliukan melalui
perbandingan harga dengan obyek lain yang sejeatem) nilai

perolehan baru, atau NJOP pengganti.



18

Penentuan besarnya NJOP ditetapkan oleh Menterarngzun
setiap tiga tahun sekali. Namun demikian untuk @lagertentu yang
karena perkembangan pembangunan menyebabkan kendikaP
cukup besar, maka penetapan NJOP-nya dilakukanusesekali.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahuf4 19
dijelaskan bahwa besarnya NJOP Tidak Kena PajalOPNKP)
adalah sebesar Rp. 8.000.000,- untuk setiap WajdkPJika seorang
Wajib Pajak mempunyai NJOP dibawah NJOPTKP makabARgjak
tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunamui apabila
seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Obyek Pajakg
diberikan NJOPTKP hanya salah satu yang mempurnlgiterbesar,
sedangkan Obyek Pajak yang lainnya tetap dikenakaara penuh
tanpa dikurangi NJOPTKP.

Contoh perhitungannya adalah :
Misal seorang Wajib Pajak mempunyai Obyek Pajakifieetoumi dan

bangunan di desa X dan Y dengan nilai sebagaiuterik

e DesaX:
= NJOP BUMI...ovnieie e Rp. 20.000.000,-
- NJOP bangunan.................c.ooieenn s Rp. 10.000.000,-
NJOP untuk perhitungan pajak :
- NJOP bumi.................. Rp. 20.000.000,-
- NJOP bangunan.............. Rp.000.000,-[+]
- NJOP sebagai dasar pengenaan pajak..... R©@B000,-
- NJOPTKP.....cvvevevieiii Rp. 8.00000¢+]
- NJOP perhitungan pajak........ Rp. 22.000,00
e DesaY:
-NJOP bumi....ccovvvvveiiiianeenns Rp. 15.000000
-NJOP bangunan..................... Rp. 08.000,-
NJOP untuk penghitungan pajak :
-NJOP bumi..........ccocovviiiinnn Rp. 15.000.000,-
-NJOP bangunan............ Rp. 8.000,{+]

-NJOP sebagai dasar pengenaan pajak...... RR@C,-
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“NIOPTKP....ooveiiieeeeens Rp. B,
-NJOP penghitungan pajak......... Rp. 23.000,-
Untuk Obyek Pajak di desa Y tidak diberikan NJOPTd@Pesar Rp.
8.000.000,- karena NJOPTKP telah dikenakan padakoBgjak desa
X yang NJOP-nya lebih tinggi.

. Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan adaladader
pada Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). NJKP adalahinual yang
dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, $@éttu presentase
tertentu dari nilai jual sebenarnya. NJKP ini diptan serendah-
rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggiitiggg 100%
(seratus persen) dari nilai jual obyek pajak. BegaiNJKP ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikaiiskekonomi
nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46unTa2000
dijelaskan tentang penentuan besarnya prosentaSadé® NJIKP,
yaitu :

1) Obyek Pajak perkebunan sebesar 40% (empat puligerpéus)
dari NJOP
2) Obyek Pajak kehutanan sebesar 40% (empat pulubrpars) dari
NJOP
3) Obyek Pajak pertambangan sebesar 20% (dua puligerpars)
dari NJOP.
4) Obyek Pajak lainnya :
* Sebesar 40% (empat puuh perseratus) dari NJORNpKaP-
nya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atdoihl.
» Sebesar 20% (dua puluh perseratusO dari NJOP jikaPh\nhya
kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah

Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan.
Formula untuk menghitung besarnya Pajak Bumi damgBaan
menurut Pasal 7 UU No.12 Tahun 1985 Jo UU No.12rntah994
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adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan Nual Kena Pajak
(NJKP).
PBB = Tarif x NJKP
= 0,5% x prosent&isdKP x (NJOP-NJOPTKP)
Contoh :
Misal Wajib Pajak X mempunyai obyek berupa :
* Tanah seluas 600 m? dengan nilai jual Rp. 300.G,m?
* Bangunan seluas 300 m? dengan nilai jual Rp. 3B0.@@&r m?
» Kolam renang seluas 200 m? dengan nilai jual Rp.Q0D,- per m?
* Taman mewah seluas 100 m2 dengan nilai jual RPOD5.

Perhitungan PBB untuk Obyek Pajak dari Wajib Pajaddalah :

Nilai jual tanah 600xRp. 300.000,- =.Rp0.000.000,-
Nilai jual bangunan 300xRp. 350.000,- = Rp..0086.000,-
Kolam renang 200xRp. 125.000,- = R&b.000.000,-
Taman mewah 100xRp. 100.000,- _ = Rp.0dMOO0,-+
Total nilai jual = Rp. 3200.000,-
Total nilai jual = Rp. 32000000,-
Batas NJOPTKP = Rp. 8.000.000,-
Nilai Jual Kena Pajak = Rp. 312.000.000,-

Perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut :
PBB = 0,5% x 20% x Rp. 312.000.000,- = Rp. 312,000

Contoh di atas merupakan pengenaan pajak atas romeatah
yang banyak dimiliki oleh orang kaya. Jika mengepabrik yang
terdiri dari gedung pabrik, rumah pegawai, kolamarey, lapangan
tennis, jalan dalam komplek pabrik, pagar dan $&@bagainya, sesuai
dengan contoh tersebut di atas perhitungan pajakayas diperinci.
Hal ini sering sampai pada suatu jumlah yang sabgsar, sehingga
pada akhirnya PBB akan dirasa sangat berat olelanbacng
bersangkutan. Lebih-lebih kalau diingat bahwa bduktan bukan
merupakan subyek Pajak Kekayaan, sehingga di naspal tidak
dikenakan Pajak Kekayaan dan Ipeda yang dibayarpaérik-pabrik
juga tidak seberapa.

Besarnya pajak ini dihitung oleh Direktorat JentePajak
berdasarkan data yang diberikan oleh Wajib PajalandaSurat
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Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP). Jika data ydveyikin oleh
wajib pajak tidak benar atau tidak sesuai dengad&en sebenarnya
maka yang menjadi masalah sekarang apakah mesiik pang
ditanam secara erat dan melekat pada tanah jugggdip merupakan
bagian dari tanah, sehingga nilai jualnya harua gighasukkan dalam
nilai tanah atau nilai bangunan. Jika kita mendasampendapat kita
pada definisi bangunan sebagaimana diberikan dBiasal 1 ayat (2)
maka kita harus berkesimpulan bahwa mesin-mesiteitnasuk harta
tidak bergerak, kecuali jika undang-undang mendé@arahal itu.

Masalah lainnya lagi yang mungkin timbul ialah padanah
bertingkat atau rumah susun, yang dapat dimiliklepas dari
tanahnya, bagaimana taman, jalan-jalan, lapangain @ga, kolam
renang, yang dipergunakan secara bersama oleh y@nghmah
bertingkat/susun itu. Dalam hal ini demikian Diiaiett Jenderal Pajak
wajib memberikan pendirian yang tegas berdasarkatang-undang
yang berlaku.

D. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat Menentukan Pajak Terutang.
Menurut Soemitro dan Muttagin (2001:29) dijelaskaghwa : Tahun

pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah samgadetahun takwin/tahun

kalender masehi yaitu mulai dari 1 Januari sameagédn 31 Desember.

1. Saat yang menentukan pajak terutang adalah kegolada tanggal 1

januari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi keaolagek pada tanggal 1

januari tahun pajak yang bersangkutanlah yang ntekem, apakah wajib

pajak dikenakan pajak atau tidak.

2. Tempat yang menentukan pajak terutang adalah lakdesletak dimana

obyek pajak itu berada. Tempat terutangnya pajalahdsebagai berikut :

Untuk daerah Jakarta, Pajak Bumi dan Bangunanareguti Wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten DaeraigKat Il atau di
Kotamadya Daerah Tingkat I, tempat letak obyekakeajak.
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E. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak.
1. Pendaftaran Obyek Pajak

Dalam rangka pendataan obyek pajak, maka subyei ryemiliki,
atau mempunyai hak atas obyek, menguasai atau meleipenanfaat dari
obyek tersebut wajib mendaftarkan obyek pajak, dengengisi Surat
Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan mengirim k&oKdnspeksi
tempat letak obyek kena pajak selambat-lambatnyhaBOsetelah SPOP
diterima.

2. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)

SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajatuku
melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan Uptsrdang dan
peraturan yang berlaku. SPOP harus diisi denganPSiaDharus diisi
dengan jelas, benar, dan lengkap sehingga tidakinmberkan salah
penafsiran yang dapat merugikan Negara maupun pwajdk sendiri.
Menurut Mardiasmo (2003:280) SPOP hanya diberildand hal :

a. Obyek pajak belum terdaftar/data belum lengkap.

b. Obyek pajak sudah terdaftar tetapi data belum lapgk

c. NJOP berubah/ keadaan ekonomi.

d. Obyek pajak di mutasikan/ laporan ini berkaitangamg dengan
instansi yang berkaitan.

Berikut ini beberapa bagan yang menggambarkan Skdibali,
SPOP kembali tetapi tidak benar, dan SPOP tidalokém



Gambar 1

SPOP Kembali
1 Dirjen
, Pajak T— 3 1
v |7
SPOP SPOP SPPT
D= waiib ]
»  Pajak
Sumber : KPPBB Tulungagung
Gambar 2

SPOP Kembali Tetapi Tidak Benar

SPOP 1 | Dirjen
" Pajak
7'}
2
SKP [pokok
Wajib pajak+25% slisih
Pajak 3 pajakterutang]

Sumber :

KPPBB Tulungagung

terutang]
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Gambar 3
SPOP Tidak Kembali

Dirjen
1 —| Pajak | 3
2
A
SPOP * SKP [pokok
Surat pajak+25% pkok
tegurai pajakterutang]
terutang]
A\ 4
» ."
> Pajak

Sumber : KPPBB Tulungagung

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Menurut Soemitro dan Muttagin (2001:33) Surat Peitddauian
Pajak Terutang merupakan surat ketetapan yang rktiEt yang
menimbulkan hak dan kewajiban, yang ditetapkan Diiegktorat Jenderal
Pajak, berdasarkan data yang didapat dalam SPQOPdyaasukkan oleh
wajib pajak.

Adanya SPPT ini merupakan tindak lanjut dari SP@Rgytelah
diserahkan oleh wajib pajak atas obyek pajak yakendi pajak. Dengan
dikeluarkannya  SPPT ini wajib pajak mempunyai lengwaktu
pembayaran pajak selama 6 bulan dan harus dilse&sna jangka waktu
tersebut.

4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Di samping SPOP dan SPPT terdapat SKP yaitu Suetgtdpan
Pajak yang dapat dikeluarkan oleh Direktorat Jexideajak. Dalam Pasal
10 ayat 2 UU No.12 tahun 1994 dijelaskan tentangaal dikeluarkannya
SKP ini adalah sebagai berikut :

a. Apabila SPOP tidak dikembalikan atau setelah ditespeara tertulis
SPOP tidak dikembalikan dalam jangka waktu yanghtelitentukan
dalam surat teguran. Sanksi administrative untulanggaran ini

dengan menambahkan denda sebesar 25% dari pajgkeyatang.



25

b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketarargin yang
diperleh Direktorat Jenderal Pajak, ternyata bajumdah pajak yang
terutang lebih besar daripada jumlah pajak yangtapkan dalam
SPPT, berdasarkan data yang diperoleh dari SPORksiSa
administratifnya yaitu sebesar 25% dari selisitabagrhutang.

Gambar 4 berikut akan menjelaskan bagaimana gamlBiPOP,

SPPT, SKP dikeluarkan :

Gambar 4
Prosedur Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak | SPOP N SPPT | Pembayaran
-1 ] Ex:| feb 0¢ ”| paling lambat 31
juli 06
Apabila terlambat
denda 2% dr pajak
terutang/bulan
\ 4 v
SPOP SPOP
tidak benar Tidak dikembalika
> SKP <
\ 4
Selisih pajak Pokok
terutang+25%dal pajak+25%dari
ri selisih pokok pajak

Sumber : KPPBB Tulungagung

F. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Menurut Soemitro dan Muttagin (2001:35) bahwa Papémi dan
Bangunan di Indonesia masih belum diberlakukaresistelf assessmentlan
pajak harus dibayar setelah ada Surat PemberitdPajak Terutang (SPPT) atau
Surat ketetapan Pajak (SKP). Pajak yang terutarrgabarkan SPPT harus
dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejekidianya SPPT. Pajak yang

terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambdidtnya 1 (satu) bulan sejak
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tanggal diterima SKP. Selanjutnya jika pajak temgtéidak dilunasi atau kurang

maka akan dikenakan denda administrasi sebesae®3alan dan ditagih melalui

Surat Tagihan Pajak (STP), dan STP ini harus dibdgtam jangka waktu 1

(satu) bulan. Jika masih juga tidak dibayar makakpleserta denda dapat ditagih
dengan surat paksa. Jadi dapat ditarik kesimpukmvd SPPT, SKP, STP

merupakan dasar penagihan pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dapat dirlshyank, Kantor Pos
dan Giro dan tempat-tempat yang ditunjuk oleh nrekeziangan. Tempat-tempat
tersebut merupakan tempat yang mudah dijangkaungggiakan memudahkan
wajib pajak dalam proses pembayaran pajak. Dalam Pagak Bumi dan
Bangunan di bayar melalui petugas pemungut yangnjdik untuk itu, maka
setiap hari petugas pemungut wajib menyetorkarl pasgutan PBB ke Kantor
Pos dan Giro setempat atau ke cabang Bank Penfesetampat.

Gambar 5 berikut menjelaskan bagaimana prosedurbgeman dan
penagihan PBB secara umum :

Gambar 5
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PBB

- Bank

-Pos dan giro
-Tempat lain

yang ditunjuk

Dirjen
pajak

SPPT Wajib oul Pembayaran
Pajak [ °PU" —»

A

Sumber : KPPBB Tulungagung
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G. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Pusat namsih gemerimaan
pajak ini dibagi antara pemerintah pusat dan daétahini tidak mengherankan
sebab Pajak Bumi dan Bangunan secara historis mlengkelanjutan datiand
Rente, Land rentPajak Hasil Bumi dan luran Pembangunan Daerah gajak
dulu hasilnya sebagian besar diserahkan kembaiekeerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun dg8&askan tentang
pembagian hasil Pajak Bumi dan Bangunan adalatgaebaerikut :

1. 10% (sepuluh persen) dari hasil penerimaan pajakupagan bagian
untuk pemerintah pusat dan harus disetor sepeaukaykas Negara.
Bagian dari Pemerintah Pusat selanjutnya diseraldeanbali kepada
pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi :

a. 65% dibagikan secara merata ke Kabupaten dan Kota

b. 35% dibagikan kepada Kabupaten/Kota yang realipasierimaan
Pajak Bumi dan Bangunan dari sector pedesaan d&otpan telah
melampaui rencana yang telah ditetapkan

2. 90% (sembilan puluh persen) penerimaan pajak mkampebagian
penerimaan untuk pemerintah daerah, yang harusatiguterlebih dahulu
dengan biaya pemungutan sebesar 10%. Selanjutsgmayai dibagi antara
pemerintah daerah tingkat | dan pemerintah daerajkat || dengan
perimbangan sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah Tingkat | : 20%

b. Pemerintah Daerah Tingkat Il : 80%

Berdasarkan ketentuan di atas perimbangan sedaitnge adalah :
Penerimaan PBB =100%

Dibagikan kepada :

a. Pemerintah Pusat =10%
b. Biaya Pungut = 10%x90% =9%

c. Pemda Tk.l =20%x 81% =16,2%
d. Pemda Tk.ll =80%x81% = 64,8%

3. Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimadijelaskan
pada poin 1 dan 2 merupakan pendapatan daerah et@p fahun

dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belagaab.
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H. Ketentuan Pidana

Dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, ketergig®na diatur
dalam Pasal 24 dan 25 UU No.12 Tahun 1985 sepertiklan di bawah ini :

1. Menurut Pasal 24 disebutkan bahwa barang siapaadekgalpaannya

tidak mengembalikan atau menyampaikan tetapi titlEdgkap Surat

Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat Jené&ajak sehingga

menimbulkan kerugian terhadap Negara, dipidana rigao selama-

lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tinggg®pesar 2 (dua) kali

pajak terutang.

2. Menurut Pasal 25 disebtkan bahwa barang siapa desy@aja :

a.

Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat PemberitanQayek

Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak

Menyampaiakan Surat Pemberitahuan Obyek Pajakpitetatapi

isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau mgiikan keterangan
yang tidak benar

Memeperlihatkan surat palsu atau dipalukan atawmek lain yang
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.

Tidak mempelihatkan atau tidak meminjamkan surati atokumen
lainnya.

Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikanr&egman yang

diperlukan.

Sehingga dari perbuatan di atas menimbulkan kemugepada Negara,

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanyad) {dioun atau denda

setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak y&mwitang

Pendapatan Daer ah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satbeumendapatan

Daerah, tetapi bukan termasuk sumber PendapatanDastah (PAD).Dengan

lahirnya kebijakan Otonomi Daerah dengan desesasili otoritas dan

desentralisasi fiskal yang diatur dengan UU 22/1i888ang Pemerintahan Daerah

dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Armaraerintah Pusat dan

Daerah, dijelaskan bahwa sumber pendapatan Daadit tari :
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1. Pendapatan asli daerah :

a. Hasil pajak Daerah.

b. Hasil retribusi Daerah .

c. Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengefokakayaan daerah

yang dipisahkan.

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yaitu: Bagian Daerah dari pea@mniajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah daguBan, dan
penerimaan dari sumber daya alam.
Dana Alokasi Umum (DAU).
Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pinjaman Daerah.

o g bk W

Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwadgmeatan daerah
mencakup pendapatan asli daerah, dana alokasi, p#imbangan, dil. Dengan
demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa PajaknBdan Bangunan bukan
merupakan pendapatan asli daerah, sehingga dakitsipuga dapat meluruskan
penafsiran yang salah dari sebagian masyarakat yasih menganggap Pajak

Bumi dan Bangunan itu termasuk Pendapatan Aslidbaer

J. Latihan dan Pengembangan SDM

Pertumbuhan organisasi terkait erat dengan perthambsumber daya
manusianya. Bilamana karyawan gagal berkembanggnasa organisasi
kemungkinan besar akan terjadi. Program pelatitzanpgngembangarrgining
and developmeht merupakan serangkaian aktivitas yang dirancangukun
meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, damj&imdividu, kelompok,
atau seluruh organisasi.

Latihan dan pengembangan sumberdaya manusia téskait dengan
upaya pengoptimalkan penerimaan PBB. Menurut T.i Hamdoko (1992:104),
latihan dan pengembangan memiliki definisi yandobda. Latihan atatraining
dimaksudkan unuk memperbaiki penguasaan berbadgeiakepilan dan teknik
kerja tertentu, terinci dan rutin. Latihan menyiapkpara karyawan dalam hal ini

aparat pajak untuk melakukan pekerjaan-pekerjakaraeg. Pengembangan atau
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development mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upayaulkun
memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampsileap dan sifat-sifat
kepribadian. Pengembangan SDM ini cenderung dggekan untuk menghadapi
tugas-tugas dan tanggung jawab di masa yang akangda

Pada dasarnya kegiatan pelatihan dan penngembaligankan untuk
meningkatkan kualitas para karyawan atau pekerjanuvlt Henry Simamora
(2004:276) tujuan-tujuan pelatinan pada intinyaadagikelompokkan kedalam
tujuh bidang, yaitu :

1) Memperbaiki kinerja
2) Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dekgamajuan
teknologi.
3) Mengurangi waktu pembelajaran karyawan baru aganpleben
dalam pekerjaan.
4) Membantu memecahkan masalah operasional.
5) Mempersiapkan karyawan untuk promosi.
6) Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi.
7) Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi para kargawa
Jenis dari pelatihan-pelatihan yang dapat disela@d@gn di dalam organisasi
adalah pelatihan keahlian atakill training, pelatihan ulang atawvetraining,
pelatihan lintas fungsional atacross functionaltraining, pelatihan tim, dan
pelatihan kreativias atawreativity training
Sedangkan tujuan dari kegiatan pengembangan kanyasisdah :
1) Mengukuhkan dan menunjang kinerja.
2) Meningkatkan kinerja karyawan.
3) Menentukan tujuan progresi karier.
4) Menentukan kebutuhan pelatihan.

Implemntasi program pelatihan dan pengembanganurtgsi sebagai
proses transformasi. Para karyawan yang tidaktitedaubah menjadi karyawan-
karyawan yang terampil dan dan profesional, selsirdgpat diberikan tanggung
jawab yang lebih besar. Untuk menilai keberhasgasgram-program tersebut,
manajemen harus mengevaluasi kegiatan pelatihanpdagembangan secara

sistematis.



31

Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM iniin selatuk
meningkatkan kinerja karyawan juga dapat meningkaigemahaman karyawan
dalam hal ini aparat pajak terhadap pentingnya RBBsendiri sehingga dapat
juga menghindarkan para karyawan untuk berbuathggkran atau melakukan
penyelewengan yang akan membuat mereka mendapdikBoman atau
punishmentMenurut Henry Simamora (2004:298) hukuman dibetak bagi
karyawan yang mempunyai perilaku buruk yang meamirganisasi. Hukuman
ini mungkin saja tidak menghilangkan perilaku busdcara permanen, namun
hukuman itu sendiri mempunyai kriteria berdasarkeatanggaran mulai dari
hukuman ringan untuk pelanggaran ringan, sampajatehukuman berat berupa

pemecatan untuk pelanggaran yang sangat beraatdn f
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendlitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis persalitdeskriptif. Menurut
Faisal (1998:18) penelitian deskriptif adalah supgnelitian sebagai upaya
eksplorasi dan klarifikasi mengenai adanya suatorfeena atau kenyataan sosial
(karenanya sering disebut penelitian eksploraBgdangkan menurut Arikunto
(1999:243) penelitian deskriptif adalah jenis pgém@el non hipotesis sehingga
dalam langkah penelitiannya tidak menggunakan &g®t Penelitian ini
bertujuan untuk mengambarkan secara sistematigklaat mengenai fakta dan
karakteristik dari populasi atau bidang tertentuenfan demikian, metode
penelitian deskriptif merupakan metode penelitiamgy menggambarkan secara
sistematis dan akurat mengenai permasalahan yamgeddma ini berdasarkan
data yang selama ini penyusunannya tidak mengguarfagatesis.

Sedangkan pendekatan yang yang digunakan dalamliten adalah
pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylong/aikutip oleh Moleong
(2002:3) mendefinisikan metode pendekatan kudlitstebagai “Prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berkg@-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamdtgbih lanjut Moleong
(2002:5) menyebutkan bahwa penggunaan pendekatditakifi didasarkan pada
beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabédeéhadapan dengan
kenyataan ganda.

2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hgbarpeneliti dengan
responden.

3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuatkandengan banyak
penajaman pengaruh bersama terhadap pola-polgaiigidihadapi.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini ben untuk memperoleh
pemahaman tentang upaya-upaya yang dilakukan o#tfioK Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan (KP-PBB) Tulungagung dalam mptgalkan penerimaan
PBB sebagai sumber pendapatan daerah serta mengampudan
mendeskripsikan secara terperinci upaya-upayahiersgan menganalisa data
deskriptif yang tidak hanya melibatkan semata-nnadiégvidu, tetapi juga suatu
kelompok, lembaga dan pranata sosial yang dalarmaligan ini berlokasi di KP-
PBB Tulungagung.
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B. Fokus Pendlitian

Penetapan fokus penelitian merupakan subtansidalain mengolah data
yang akan dikumpulkan dan dari pengumpulan dateiert akan dikembangkan
sesuai dengan keadaan di lokasi tempat penelilangan fokus penelitian ini
akan mencegah terjadinya pembiasan dalam mempiaepdan membahas
masalah yang sedang diteliti.

Menurut Moleong (2004:94) tujuan fokus penelitiadalah agar seorang
peneliti mampu untuk membuat keputusan yang teg@ang data mana yang
akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamagupun yang harus
dibuang. Fokus penelitian mengacu pada hal yaredidlgn dasar penelitian
sehingga memudahkan dalam menentukan data manalisntykan untuk suatu
penelitian sehingga dengan demikian obyek penefijia tidak terlalu luas.

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakeka yang
menjadi fokus peneitian adalah :

1. Upaya-upaya vyang telah dilakukan KPPBB Tulungagumgtuk
mengoptimalkan penerimaan PBB guna merealisasécgettdari pusat.

a. Pengembangan Sumbar Daya Manusia dalam hal inatappajak di

KP-PBB Kab. Tulungagung.

b. Pengupdate-an terhadap obyek pajak secara rutin dan berkala

c. Pengadaan penyuluhan kepada masyarakat

d. Pembentukan tim intensifikasi yang bekerja samaalefremda.

2. Hambatan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan:PBB

Masih banyaknya tunggakan pajak yang belum di iunas
Kurang disiplinnya petugas pajak di lapangan.
Sulitnya menyampaikan secara langsung SPPT kepasiganakat
Masih adanya tunggakan-tunggakan pajak yang beilumadi.
Permasalahan lain yang bisa menghambat upaya patamng
penerimaan PBB.

® 2 0 T 2

3. Langkah-langkah pemecahan masalah untuk mengatasibdtan-
hambatan.

C. Lokas dan Situs Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti penoleh informasi
yang diperlukan. Situs penelitian adalah tempagyaenjadi obyek penelitian
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guna mendapatkan data yang diperlukan sesuai déegamena yang diteliti.
Dengan menetapkan situs penelitian yang tepat makaliti akan mudah untuk
mendapatkan dan memahami fenomena yang berkemleangi lengan obyek
yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pken di Kantor
Pelayanan PBB Jalan Kimangun Sarkoro Tulungagigmggan situs penelitian di
Kabupaten Tulungagung.

D. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik tentumarus ditunjang
oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang diiekie Data tersebut harus
digali dari sumber-sumber yang berkaitan ataub@rldalam masalah yang akan
diteliti. Menurut Arikunto (1997:107) yang dimakssdmber data adalah subyek
dimana data tersebut di peroleh.

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelii@adalah :

1. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dambernya tanpa adanya

perantara. Dalam penelitian ini data primer dipshtadlari wawancara atau

keterangan langsung dari aparat pajak di Kantoay@elan Pajak Bumi
dan Bangunan Kab. Tulungagung.
2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh bukan dari pengamatagsiang melainkan dari

dokumen-dokumen, laporan-laporan dan peraturarttpara yang akan

membantu peneliti dalam menganalisa permasalahatapuh data
sekunder dalam penelitian ini dieroleh dari KarRetayanan Pajak Bumi

dan Bangunan Kab. Tulungagung .

E. Teknik Pengumpulan Data.

Menurut Arikunto (2002:134) teknik pengumpulan datialah cara-cara
yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpuleda, dimana data terebut
menunjuk pada suatu abstrak, tidak dapat diwujudk@am benda yang kasat
mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaanya.ufgngan data merupakan
langkah penting karena data yang dikumpukan hagnarkbenar valid dan sesuai

dengan permasalahan yang diteliti.
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Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yarigudakan oleh
peneliti adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (interview)
Yaitu pengumpulan data atau informasi dengan osstakukan Tanya
jawab secara langsung terhadap nara sumber yanggdia kompeten
dalam bidangnya dan sesuai dengan permasalaham galaelitian ini.
Adapun yang menjadi responden dalam penelitianlated :
a. Kepala Sub-bagian Umum KP-PBB Tulungagung.
b. Staf pada Seksi Pendataan dan Penilaian.
c. Staf pada Seksi Penetapan beserta staf.
d. Staf pada Seksi Penerimaan beserta.
e. Staf pada Seksi Penagihan beserta.

2. Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pencataiemganalisa,
ataupun meringkas dokumen-dokumen atau surat-stgsini yang
berhubungan dengan fokus permasalahan dalam pemeht, baik dari

hasil penelitian terdahulu maupun data-data yanighesekarang.

F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat atau sarana yaggnakan untuk
mengumpulkan data-data penelitian. Adapun instrupsselitian yang digunakan
adalah :
1. Pedoman wawancara, yang berupa daftar pertanyaarakhg wawancara
jelas dan terarah sehingga diperoleh data yangidkan.

2. Pedoman dokumentasi.

G. AnalissData

Analisis data dimaksudkan untuk dapat memberikaknagang berguna
dalam mencapai suatu kesimpulan guna memecahkaaiangsenelitian seperti
yang dimaksudkan oleh Moleong (2000:103) bahwaisisatlata adalah suatu
proses mengorganisasikan dan mengurutkan dataakedpbla, kategori dan
satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan demaipotesa kerja sesuai

dengan data yang ada.
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Sesuai dengan metode penelitian yang dipakai ya#tode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, maka dalam penelitrananalisis data yang
digunakan adalah model interaktif seperti yag dagam oleh Miles dan
Huberman (1992:16-19), yang terdiri dari tiga komgmo, yaitu :

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian padayederhanaan,

pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yangcoiudari catatan-

catatan tertulis yang didapat dari Kantor PelayaRajak Bumi dan

Bangunan terutama yang berhubungan dengan keggiatkn dalam

upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Banguna

2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang merikaine

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pdpiamtindakan

dari data-data yang didapatkan dari KP PBB Tuluoggg tersebut
sehingga lebih teratur dan sistematis.
3. Menarik Kesimpulan (verifikasi)

Yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan longgaap terbuka dan

semakin lama menjadi lebih rinci berdasarkan keslempkesimpulan

data yang diperoleh di lapangan sedemikian rupajuklean dianalisis

terhadap data tersebut untuk memperoleh gambaransgenarnya.



BAB IV
HASILDAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data
1. Gambaran Umum KPPBB Tulungagung
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)ngagung

beralamatkan di jalan Ki Mangun Sarkoro No.17 Bdjylungagung
66217. KPPBB Tulungagung berada di bawah naungaparbsnen
Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah Dire&toPajak Jawa
Bagian Timur Ill. Dalam sejarahnya pada tahun 18émula KPPBB
Tulungagung bernama Dinas Luar Tk. | IPEDA Tulungag di bawah
wilayah kerja Kantor Inspeksi IPEDA Kediri. Wilayakerja DL |
Tulungagung yang meliputi :

(a) Kab. Tulungagung

(b) Kab. Trenggalek

(c) Kab. Blitar

(d) Kota Blitar
Dalam perkembangannya DL | IPEDA Tulungagung benmubzenjadi
Kantor Pembaharuan IPEDA Tulungagung pada tahurB.18@limana
Kantor Pembaharuan ini membawabhi :

(a) DL Il IPEDA Kab.Tulungagung

(b) DL II IPEDA Kab.Trenggalek

(c) DL Il IPEDA Kab. Blitar

(d) DL Il IPEDA Kota Blitar

Selanjutnya pada tahun 1992 dari Kantor PembahaiB&DA

Tulungagung berubah lagi menjadi KPPBB Tulungagyagg wilayah
kerjanya masih tetap mencakup 4 kab/kota. Dan pailgian 2001/2002
KPPBB Tulungagung dipecah menjadi 2, yaitu KPPBBumgagung dan
KPPBB Blitar. KPPBB Tulungagung wilayah kerjanya nmoakup Kab.
Tulungagung dan Kab. Trenggalek sedangkan KPPB&rBihencakup
Kab. Blitar dan Kota Blitar.
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Pembagian daerah yang dikenakan PBB dalam ruargkuln
KPPBB Tulungagung untuk wilayah kerja pada Kabupdatelungagung,

yang meliputi 18 kecamatan antara lain :

1) Kecamatan Besuki 10)Kecamatan Rejotangan
2) Kecamatan Bandung 11)Kecamatan Ngunut
3) Kecamatan Pakel 12)Kecamaan Gondang

4) Kecamatan Campurdarat 13)Kecamatan Ngantru

5) Kecamatan Boyolangu 14)Kecamatan Karangrejo

6) Kecamatan Tulungagung 15)Kecamatan Sendang

7) Kecamatan Kedungwaru 16)Kecamatan Pagerwojo

8) Kecamatan Pucanglaban 17)Kecamatan Sumber Gempol
9) Kecamatan Kalidawir 18)Kecamatan Kauman

2. Struktur Organisasi KPPBB Tulungagung
Struktur organisasi merupakan hak yang mutlak hemnliki oleh

suatu instansi baik instansi milik swasta maupstemsi milik pemerintah.
Struktur organisasi ini berguna untuk memperlihatlsiruktur jabatan
serta garis wewenang dan wilayah kerja dengan ,jethingga
memudahkan koordinasi dari instansi yang bersaagk#dapun struktur
organisasi yang ada pada KPPBB Tulungagung dagiadttipada Gambar
6 di bawah ini.
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3. Deskripsi Tugas Masing-Masing Bagian
Di dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.8®pj.12/1993

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan di lingkubgaktorat Jenderal
Pajak (DJP), disebutkan bahwa untuk melaksanakgastypokok dan
fungsi DJP perlu adanya kejelasan mengenai petymgldksanaan untuk
setiap unit organisasi yang berada di lingkungaR.Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan terbagi menjadi sub baagim seksi-seksi dan
kelompok tenaga fungsional. Adapun tugas pokok dasing-masing
seksi yang ada di KPPBB Tulungagung adalah selba&ggut :
a. Sub Bagian Umum

Tugas dari Sub Bagian Umum adalah melakukan urlisséam Usaha,

Kepegawaian, Laporan Keuangan Rumah Tangga daengkdpan.

Fungsi dari Sub Bagian umum adalah :

1) Pengawasan tata usaha, kepegawaian. dan laporan.

2) Pengurusan keuangan

3) Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan

Sub Bagian Umum terdiri dari :

1) Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian.

2) Koordinator Pelaksana Keuangan Koordinator Pelakdanmah

Tangga.

b. Seks Pengolahan Data dan Infor masi

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengotahan dai@isa dan

penyajian informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Fungsi dari Seksi Pengolahan Data dan Informasidalah :

1) Penyajian tata usaha data masukan dan keluaran

2) Perekaman dan pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan

3) Analisis dan penyajian informal tentang Pajak Bdam Bangunan

Seksi Pengolahan Data dan informasi ini terdirii daeberapa

koordinator pelaksana yaitu :

1) Koordinator Pelaksana Pengolahan Data

2) Koordinator Pelaksana Dukungan Komputer

3) Koordinator Pelaksana Pelayanan Terpadu
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Seksi Pendataan dan Penilaian

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan pendaibgek pajak

dan subyek dan mengadakan penilaian obyek pajak.

Fungsi Seksi Pendataan dan Penilaian adalah :

1) Pendaftaran dan tata usaha pendataan obyek daeksiHajak
Bumi dan Bangunan.

2) Penatausahaan, penilaian dan Kklasifikasi obyekkPBjani dan
Bangunan

3) Verifikasi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)

4) Pengumpulan data potensi Pajak Bumi dan Bangunan

Seksi Pendataan dan Penilaian terdiri atas bebekapadinatar

pelaksana yaitu :

1) Koordinator Pelaksana Klasifikasi

2) Koordinator Pelaksana Pemutakhiran Data

3) Koordinator Pelaksana Monografi

Seks Penetapan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penetapan PBjaki dan

Bangunan di semua sektor dan melakukan intensifikeesta

ekstensifikasi, penetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

Fungsi dari Seksi Penetapan ini adalah :

1) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan disektor Peddaan

Perkotaan

2) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan disektor Perkabun

Kehutanan dan Pertambangan

3) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan PajakmiBudan
Bangunan

Seksi Penetapan terdiri dari beberapa koordinaiakpana yaitu :

1) Koordinator Pelaksana Penetapan Pedesaan Dan &serkot

2) Koordinator Pelaksana Penetapan Perkebunan, Ketmutaan
Pertambangan

3) Koordinator Pelaksana Intensifikasi dan eksteressiik
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e. Seks Penerimaan

f.

Seksi ini mempunyai tugas melaksanakan penatausgiembayaran,
penyetoran, pelimpahan dan pembagian hasil penaninpeemantauan
penyetoran PBB/BPHTB, restitusi Pajak Bumi dan Revam serta
pembagian Biaya Pemungutan sesuai dengan ketep&mnberlaku
untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan PBB/PBHTB.

Fungsi dari Seksi Penerimaan adalah :

1) Menyiapkan konsep penyusunan rencana kerja dibidang
penerimaan restitusi.

2) Melaksanakan  penatausahaan, pemantauan, pembayaran.
penyetoran dan penatausahaan dan pelimpahan leastimpaan
PBB/BPHTB

Seksi Penerimaan terdiri dari beberapa koordinptlaksana yaitu

Koordinator Pelaksana Tata Usaha Penerimaan Restitordinator

Pelaksana Pemantauan Penyetoran Dan PembagiannmarePajak

Bumi dan Bangunan/ Bea Perolehan Hak Atas TanahBaagunan

Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas untuk melaksanakaan penata

usahaan, penagihan sesuai dengan ketentuan yatakubamtuk

kelancaran pelaksanaan penagihan piutang PBB. Fulags Seksi

Penagihan adalah

1) Menyiapkan bahan dalam rangka penagihan secaratetadap
kewajiban PBB terhadap Wajib Pajak yang belum neun
kewajibannya atau jatuh tempo yang berupa surasgpakbagai
bahan untuk menyusun konsep surat perintah melakaan
penyitaan.

2) Menatausahakan piutang PBB dengan cara mengagakafitian
administratif dan atau penelitian setempat dan mapkgn
penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan dadengka
tertib administrasi.

Seksi Penagihan terdiri dari beberapa koordinagtaksana yaitu :

1) Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif.

2) Koordinator Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak.
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Seksi Keberatan dan Pengurangan

Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugagelpsaian

keberatan, uraian banding dan verifkasi atas peomari pengurangan

dan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. FungsiSaéesi Keberatan

dan Pengurangan adalah :

1) Penyelesaian keberatan dan uraian banding PajakuBan

2) Penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

3) Verifikasi atas permohonan keberatan dan pengurarigaak
Bumi dan Bangunan

Seksi Keberatan dan Pengurangan terdiri dari bphekaordinator

Pelaksana yaitu :

1) Koordinator Pelaksana keberatan dari Banding

2) Koordinator Pelaksana Pengurangan

. Kelompok Tenaga Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan

Kelompok ini mempunyai tugas melakukan kegiatandptaan dan

penilaian Pajak Bumi dan Bangunan untuk menyelaagga tugas

tersebut maka dibentuk Kelompok Tenaga Fungsioeaild Pajak

Bumi dan Bangunan yang terdiri dari :

1) Sejumlah tenaga penilai Pajak Bumi dan Bangunag yenentuk
dalam satu kelompok yang sesuai dengan bidangi&aaié.

2) Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga Penilai P&8akni dan

Bangunan paling senior yang ditunjuk oleh Kepalata

4. Sistem Tempat Pembayaran PBB

Sistem tempat pembayaran adalah suatu cara perabayBB yang

penyetoran atau pembayarannya telah ditentukanatiewygo yaitu di Bank

atau tempat pembayaran yang telah ditunjuk. Hag yaelatarbelakangi

sistem tempat pembayaran adalah :

a.
b.

C.

Tunggakan rill yang sukar diketahui
Sulitnya mengetahui wajib pajak yang sudah ataurbélayar
Terjadinya pengendapan setoran

Sulitnya melaksanakan pengawasan penyetoran PBB.
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e. Sulitnya melaksanakan penerapan sanksi.

Dengan adanya sistem tempat pembayaran ini dihanagksa
mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajyjea membayar
PBB dengan mendekatkan tempat pembayaran.

5. Tata Cara Pembayaran PBB
a. Pembayaran Langsung Ketempat Pembayaran

Mekanisme pembayaran langsung adalah sebagai beriku

1) Pada saat mernbayar wajib pajak cukup menunjukiPTSatau
SKP atau STP PBB dan sebagai bukti pembayaranb ypajak
akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

2) Pembayaran yang dilakukan dengan chek dianggapagsahila
telah dilaksanakan kliring, dan STTS baru dapatrdiskan
sesudabh kliring.

b. Pembayaran Melalui Pemindahbukuan atau Transfer

Mekanismenya adalah sebagai berikut :

1) Wajib pajak meminta kepada bank untuk memindahbakukang
ketempat pembayaran dan mencantumkan nama, nhomeeseai
dengan yang tercantum dalam SPPT, atau SKP atau STP

2) Pembayaran melalui pemindahbukuan atau transfer dianggap
sah apabita telah dilakukan kliring

3) Tempat pembayaran berkewajiban mengirikan STTS abagji
kepada wajib pajak dengan Surat Pengantar Pengili8faP)

c. Pembayaran dengan Kiriman Uang Melalui Bank

Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut :

1) Wajib Pajak mengirim uang pembayaran PBB ke tempat
pembayaran dengan mencantumkan nama, letak obyjek, pa
nomor seri sesuai dengan yang tercantum dalan S®RRIT SKP
atau STP pada kolom berita

2) Setelah menerima kiriman uang, tempat pembayanke\wajihan
mengirimkan STTS bagian 1 kepada wajib pajak dengarat
Pengantar Pengiriman (SPP).
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d. Pembayaran Melalui Petugas Pemungut
Sebagai tanda bukti pembayaran sementara padanssakukan
pembayaran melalui petugas pemungut, wajib pajal akenerima
Tanda Terima sementara (TTS).
e. Tata Cara Penyetoran Oleh Petugas Pemungut
1) Dalam waktu 1 x 24 jam petugas pemungut harus nterkzsn
uang hasil penerimaan PBB dan wajib pajak ketempgaibayaran
dengan menggunakan Daftar Penerimaan Harian (DR#&md
rangkap empat.
2) Setelah DPH diregistrasi oleh tempat pembayaréenbalikan
kepada petugas pemungut untuk selanjutnya :
(a) Lembar pertama untuk petugas pemungut
(b) Lembar kedua untuk desa atau kelurahan
(c) Lembar ketiga untuk kecamatan
(d) Lembar keempat untuk Dispenda.
6. Tata CaraPelimpahan dan Pencocokan
a. Tata Cara Pelimpahan
Terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :
1) Melalui Tempat Pembayaran
Setiap hari Jum’at atau hari kerja berikutnya (épalari jum’at
libur), tempat pembayaran harus melimpahkan haslepmaan
PBB ke Bank.
2) Melalui Bank Persepsi
(a) Setiap hari Jum’at atau hari kerja berikutnya (dpabari
Jum’at libur Bank persepsi menerima pelimpahan |hasi
penerimaan PBB dari tempat pembayaran. Atas pelimmpa
penerimaan tersebut Bank persepsi menerbitkan kretdit
rangkap empat yang dikiim ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN), KPPBB, Dispenda/Tk.lIl
I (untuk DKI Jakarta) dan arsip Bank.
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(b) Setiap hari Jum’at atau hari kerja berikutnya (dpabari
Jum’at libur) pada minggu berikutnya Bank persepsi
menerbitkan nota debet rangkap empat dan dikirimkan
KPKN, KPPBB, Dispenda Tk Il | Tk | (untuk DKI Jaka)
dan arsip Bank.

3) Melalui Bank Operasional

(a) Setiap hari Jum’at atau hari kerja berikutnya (dpabari
Jum’at libur) Bank operasional menerima pelimpatmasil
penerimaan PBB dari Bank persepsi.

(b) Atas Pelimpahan hasil penerimaan PBB dari Bankepsrs
Bank Operasional menerbitkan Nota Kredit rangkapamdan
disampaikan kepada KPPN, KPPBB, Dispenda Tk Il /ITk
(untuk DKI Jakarta) dan arsip.

b. Tata Cara Pencocokan STTS
Terbagi ke dalam dua metode yaitu :
1) Tata cara pencocokan STTS

(a) Sebelum jatuh tempo
Pencocokan dapat dilakukan pada waktu tertentu asesu
dengan kebutuhan, misalnya :

» Tiga bulan sebelum jatuh tempo. Hal ini dimaksudkan
sebagai dasar untuk menerbitkan surat himbauamakeln
atau Kepala Desa atau petugas pemungut dalam rangka
pengamanan penerimaan.

* Lima belas hari menjelang saat jatuh tempo. Hal ini
dimaksudkan untuk menerbitkan surat dalam rangkakun
mengingatkan kelurahan atau desa atau petugas gatmun
agar segera menyetorkan hasil penerimaan PBB kgatem
pembayaran sehubungan tanggal saat jatuh tempoithamp
tiba.
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(b) Setelah jatuh tempo

Hal ini dimaksudkan untuk menerbitkan :

» Daftar tunggakan PBB

» Surat Tagihan PBB

* Surat teguran atas belum dilunasinya piutang psga&lah
diterbitkannya STP

» Surat himbauan dalam rangka penerbitan Surat paksa

» Surat Paksa.

(c) Pelaksanaan pencocokan STTS dilaksanakan olelpitigé,

yaitu :

e Unsur KPPBB

e Unsur Dispenda

* Unsur petugas tempat pembayaran

(d) Dalam pelaksanaannya petugas KPPBB dan petugasridiap
melaksanakan pencocokan STTS dengan membawa buku
induk PBB, sedangkan petugas tempat pembayararmdala
melaksanakan pencocokan tidak menggunakan bukuk ind
PBB tetapi harus berdasar STTS yang masih tertingiza
belum dibayar ditempat pembayaran.

(e) Petugas tempat pembayaran menyetor nomor seri $an
masih tertinggal ditempat pembayaran (dengan ntefibék
STTS yang belum dibayar) dan petugas PBB sertacDdp
akan memberi tanda tertentu pada buku induk PBB.

(f) Pada akhir pelaksanaan pencocokan STTS dibuataBerit
Acara hasil pencocokan rangkap empat, masing-masing
* Lembar pertama untuk KPPBB
* Lembar kedua untuk Dispenda
* Lembar ketiga untuk tempat pembayaran
* Lembar keempat untuk Bank Persepsi.

c. Tata cara pencocokan penerimaan

1) Pencocokan penerimaan dilaksanakan apabila tergepbédaan
angka penerimaan PBB antara KPPBB dan KPPN

2) Pencocokan penerimaan dilakukan setelah tutup tahggaran
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3) Kegiatan pencocokan dilakukan oleh :
(a) Unsur KPPBB
(b) Unsur KPPN
(c) Unsur Pemda
d. Pelaksanaan pencocokan penerimaan dilakukan dengan
membandingkan jumlah penerimaan yang dihimpun Rekiapitulasi
laporan Mingguan Penerimaan (RLMP) yang diterim@&BB dengan
jumlah penerimaan berdasarkan DA 0803 yang ditedanaKPPN
e. Hasil daripada pelaksanaan penerimaan dituangkdaldm Berita
Acara yang dibuat rangkap empat masing-masing :
1) Lembar pertama untuk KPKN
2) Lembar kedua untuk KPPBB
3) Lembar ketiga untuk Pemda

4) Lembar keempat untuk Bank Operasional

B. Analisisdan Interpretasi Data
1. AnalisisData
a. Perbandingan Rencana dan Realisasi Penerimaan PBB Kab.

Tulungagung Tahun 2004 /d Tahun 2006

1) Perbandingan rencana dan realisasi penerimaan PBB. K
Tulungagung tahun 2004
Perbandingan rencana dan realisasi penerimaan PBB. K
Tulungagung tahun 2004 dapat dilihat pada Tabebhwah ini :
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Tabd 1
Perbandingan Rencana dan Realisasi Penerimaan PBB
Tahun 2004
Sektor Tahun 2004
Rencana Realisasi
Rp. Rp.
Pedesaan 4.689.684.000 5.521.611.000
Perkotaan 3.300.000.000 3.500.227.000
SKB 7.989.684.000 9.021.838.000
Perkebunan 273.546.000 135.737.000
Perhutanan 1.063.453.000 1.046.666.000
Pertambangan
Migas 4.941.738.000 10.129.774.000
Non migas 19.308.000 34.041.000
PBB / APBN 14.287.729.000 20.366.945.000

Sumber : KPPBB Tulungagung

Secara keseluruhan realisasi pendapatan pada t2004
memenuhi dan bahkan melebihi target yang telahagikan oleh
pemerintah pusat. Namun pada kenyataan masih aberapa
sektor yang tidak memenuhi target. Dari tabel dsatapat dilihat
pada sektor perkebunan target yang di tetapkan nrgate sebesar
Rp.237.546.000 sedangkan realisasinya sebesar SRp373000
dan pada sektor kehutanan target yang ditetapkanenmgah
sebesar Rp.1.063.453.000 sedangkan realisasinyahadebesar
Rp.1.046.666.000. Dari sini dapat kita simpulkarnviba masih
diperlukan usaha-usaha dari aparat pajak yang dalam
menganalisa faktor-faktor penyebab kurang bisanyamemuhi
target pada kedua sektor tersebut untuk mendapaidasi agar
target tersebut dapat terpenuhi.
2) Perbandingan rencana dan realisasi penerimaan PBB. K
Tulungagung tahun 2005.
rencana dan realisasi

Perbandingan penerimaan PBB. K

Tulungagung tahun 2005 dapat dilihat pada Tabeb2awah ini :



Tabe 2
Perbandingan Rencana dan Realisasi Penerimaan PBB
Tahun 2005
Sektor Tahun 2005
Rencana Realisasi
Rp. Rp.

Pedesaan 6.025.249.000 6.340.030.000
Perkotaan 4.105.850.000 4.216.207.000
SKB 10.131.099.000 10.556.237.000
Perkebunan 246.645.000 189.141.000
Perhutanan 1.033.165.000 928.206.000
Pertambangan

Migas 5.998.526.000 10.117.317.000

Non migas 48.033.000 34.522.000
PBB / APBN 17.457.468.000 21.825.423.000

Sumber : KPPBB Tulungagung
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Seperti pada tahun 200decara keseluruhan realisasi pendapatan

pada tahun 2005 juga memenuhi dan bahkan melebtettyang

telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun pamgyataan

masih ada beberapa sektor yang tidak memenuhtttddge tabel

di atas dapat dilihat pada sektor perkebunan tgayeg di tetapkan

pemerintah sebesar Rp.246.645.000 sedangkan séajigasebesar

Rp.189.141.000, pada sektor kehutanan target yaregamkan

pemerintah sebesar

Rp.1.033.165.000 sedangkansasaiia

adalah sebesar Rp.928.206.000, dan pada sektomigais- target

yang ditetapkan sebesar Rp.48.033.000 sedangkdisaséaya
Rp.34.522.000. Dari sini dapat kita simpulkan bahwmasih ada

celah-celah dari beberapa faktor yang perlu diagitan sehingga

diperlukan usaha-usaha dari

aparat pajak yang dalam

menganalisa faktor-faktor penyebab kurang bisanyamemuhi

target pada kedua sektor tersebut untuk mendapaiiasi agar

target tersebut dapat terpenuhi.
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3) Perbandingan Rencana dan Realisasi penerimaan PBB K
Tulungagung tahun 2006.
Perbandingan rencana dan realisasi penerimaan PBB. K

Tulungagung tahun 2006 dapat dilihat pada Tabebzwah ini :

Tabel 3
Perbandingan Rencana dan Realisasi Penerimaan PBB
Tahun 2006
Sektor Tahun 2006
Rencana Realisasi
Rp. Rp.
Pedesaan 6.025.249.000 7.027.494.005
Perkotaan 5.987.012.000 5.108.307.745
SKB 12.012.261.000 12.135.801.750
Perkebunan 344.243.000 193.298.512
Perhutanan 906.175.000 906.266.496
Pertambangan
Migas 9.576.063.000 15.422.553.140
Non migas 61.893.000 37.440.307
PBB / APBN 22.900.635.000 28.695.360.205

Sumber : KPPBB Tulungagung

Seperti pada tahun 2004 dan 208Bcara keseluruhan realisasi
pendapatan pada tahun 2006 juga memenuhi dan bamddaivihi
target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pu$amun pada
kenyataan masih ada beberapa sektor yang tidak mgamerget.
Dari tabel di atas dapat dilihat pada sektor pa&ottarget yang
ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp.5.987.012sedangkan
realisasi penerimaannya sebesar Rp.5.108.307.74®udian
sektor perkebunan target yang di tetapkan pemérisiebesar
Rp.344.243.000 sedangkan realisasinya sebesar p3A000,
dan pada sektor non-migas target yang ditetapkaesae Rp.
61.893.000sedangkan realisasinya Rp440.307 Dari sini dapat
kita simpulkan bahwa masih ada celah-celah darefagta faktor
yang perlu dioptimalkan sehingga diperlukan usadaiia dari
aparat pajak yang riil dalam menganalisa faktotefialpenyebab
kurang bisanya memenuhi target pada kedua seksmbigt untuk

mendapatkan solusi agar target tersebut dapanignpe
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Evaluasi realisasi penerimaan PBB tahun 2004-2G@@@mtddilihat

1) Evaluasi realisasi penerimaan PBB tahun 2004-2005.

2004 g/d Tahun 2006

b. Evaluas Realisasi Penerimaan PBB Kab. Tulungagung Tahun

ye-qn-A103is0dal VAVIIMY Y] &

SVLISYIAINDN




Tabd 4

Evaluasi realisasi penerimaan PBB

Tahun 2004-20

05
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Sektor Realisasi PenerimaarRealisasi Penerimaan
tahun 2004 tahun 2005
Rp. Rp.
Pedesaan 5.521.611.00( 6.340.030.000 114.8
Perkotaan 3.500.227.00( 4.216.207.000 120.5
SKB 9.021.838.000 10.556.237.000
117
Perkebunan 135.737.00Q 189.141.00Q 139.3
kehutanan 1.046.666.000 928.206.000 88
Pertambangan
Migas 10.129.774.000 10.117.317.000
Non migas 34.041.000 34.522.000 99.9
101.4
PBB/APBN 20.366.945.000 21.825.423.000 | 107.2

Sumber : KPPBB Tulungagung
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Berdasarkan target/rencana penerimaan yang teietagkan oleh

Dirjen Pajak dari tahun ke tahun selalu terjadiipgkatan sesuai

dengan besarnya APBN yang di tetapkan pemerintahinHdapat

dilihat pada tabel di atas bahwa dari rencana peaan tahun

2004 ke tahun 2005 peningkatannya sebesar Rp..213000.

Dari sini kita dapat mengetahui kinerja dari KP PBBEungagung

dalam merealisaikan target yang telah di tetapkkei gusat.

Besarnya perbandingan realisasi dari penerimaan BBBn 2004

ke 2005 sektor per sektornya adalah sebagai berikut

(@) Pedesaan : Dari Rp.5.521.611.000 menjadi Rp.
6.340.030.000 sehingga terdapat peningkatan patatap
sebesar Rp. 818.419.000 atau sebesar 14.8 persen

(b) Perkotaan : Dari Rp. 3.500.227.000 menjadi Rp
4.216.207.000 sehingga terdapat peningkatan petahapa
sebesar Rp. 715.980.000 atau sebesar 20.5 persen

(c) Perkebunan : Dari Rp. 135.737.000 menjadi Rp.
189.141.000 sehingga terdapat peningkaan pendagaib@sar
Rp. 53.404.000 atau sebesar 39.3 persen.

(d) Perhutanan : Dari Rp. 1.046.666.000 menjadi Rp.
928.206.000 sehingga terdapat penurunan pendapekssar
Rp. 118.460.000 atau sebesar 12 persen.

(e) Pertambangan migas : untuk pertambangan migas
berapapun besarnya penerimaan adalah merupakadi sldys
pemerintah pusat dikarenakan Kabupaen Tulungagiaiad t
memiliki hasil pertambangan migas.

(f) Pertambangan non migas : Dari Rp. 34.041.000 menjadi
Rp. 34.522.000 sehingga terdapat peningkaan pendapatan
sebesar Rp. 481.000 atau sebesar 1.4 persen.

(g) Total PBB/APBN : Dari Rp. 20.366.946.000 menjadi Rp.
21.825.423.000 sehingga terdapat peningkaan petatapa
sebesar Rp. 1.458.477.000 atau sebesar 7.2 persen.



2)

55

Penerimaan PBB dari tahun 2004 ke tahun 2005 jikeat secara
obyektif mengalami peningkatan dari Rp. 20.366.0d6.menjadi
Rp. 21.825.423.000 atau sebesar 7.2 persen. Namurdijikat
per-sektor maka terjadi penurunan pada sektor paTAO
walaupun hal tersebut tetap melebihi target yatahtditetapkan
oleh pusat. Hal inilah yang perlu lebih di upayakagi agar hasil

penerimaan PBB dapat seoptimal mungkin.

Evaluasi realisasi penerimaan PBB tahun 2005-2006.
Evaluasi realisasi penerimaan PBB tahun 2005-2@@&tddilihat
pada tabel 5 di bawah ini :



Tabel 5

Evaluas realisas penerimaan PBB

Tahun 2005-2006

Sektor Realisasi Penerimaan tahun | Realisas Penerimaan tahun
2005 2006
Rp. Rp.

Pedesaan 6.340.030.00(¢ 7.027.494.004 110.8
Perkotaan 4.216.207.000 5.108.307.74% 121.2
SKB 10.556.237.000 12.135.801.750 115
Perkebunan 189.141.000Q 193.298.512 102.2
kehutanan 928.206.000 906.266.496 97.6
Pertambangan

Migas 10.117.317.000 15.422.553.140 152.4
Non migas 34.522.000 37.440.307 108.5
PBB/APBN 21.825.423.000 28.695.360.205 131.5

Sumber : KPPBB Tulungagung
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Dari Tabel 5 di atas dapat di lihat besarnya petiveyan
penerimaan PBB dari tahun 2005 ke 2006 adalah aebagkut :

(@) Pedesaan : Dari Rp. 6.340.030.000 menjadi Rp.
7.027.494.005 sehingga terdapat peningkatan petadapa
sebesar Rp. 687.464.005 atau sebesar 10.8 persen

(b) Perkotaan : Dari Rp. 4.216.207.000 menjadi Rp
5.108.307.745 sehingga terdapat peningkatan petaiapa
sebesar Rp. 892.100.745 atau sebesar 21.2 persen

(c) Perkebunan : Dari Rp. 189.141.000 menjadi
Rp.193.298.512ehingga terdapat peningkaan pendapatan
sebesar Rp. 4.157.512 atau sebesar 2.2 persen.

(d) Perhutanan : Dari Rp. 928.206.000 menjadi Rp.
906.266.496 sehingga terdapat penurunan pendapatan
sebesar Rp. 21.939.504 atau sebesar 2.4 persen.

(e) Pertambangan migas : untuk pertambangan migas
berapapun besarnya penerimaan adalah merupakadisubs
dari pemerintah  pusat dikarenakan = Kabupaen
Tulungagung tidak memiliki hasil pertambangan migas

(f) Pertambangan non migas: Dari Rp. 34.522.000 menjadi
Rp.37.440.30%ehingga terdapat peningkaan pendapatan
sebesar Rp. 2.918.307 atau sebesar 8.5 persen.

(g Total PBB/APBN : Dari Rp. 21.825.423.000 menjadi
Rp. 28.695.360.205 sehingga terdapat peningkatan
pendapatan sebesar Rp. 6.869.937.205 atau seldeSar 3
persen.

Penerimaan PBB dari tahun 2005 ke tahun 2006djiksat secara
obyektif mengalami peningkatan dari Rp. 21.825.d@3.menjadi
Rp. 28.695.360.20%tau sebesar 31.5 persen. Namun jika dilihat
per-sektor maka terjadi penurunan pada sektor paThO,
walaupun hal tersebut tetap melebihi target yatahtditetapkan
oleh pusat. Namun Hal inilah yang perlu lebih daygkan lagi

agar hasil penerimaan PBB dapat seoptimal mungkin.
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c. Tunggakan dan Penerimaan Tunggakan PBB Tahun 2006.
Salah satu faktor yang berpengaruh negatif terhpeaprimaan
PBB di Kabupaten Tulungagung adalah karena adaugggékan
pajak. Adapun data tentang besarnya tunggakan paj&k penerimaan
dari tunggakan pajak di Kabupaten Tulungagung ddipelaskan pada
Tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6
L aporan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006
Kabupaten Tulungagung

Realisasi
Pokok Tunggakan D e
Sektor (per 31 desember Sisa Tunggakan
06) Tunggal_<an
(per 31 Juli 2007)
Pedesaan 314.127.018 57 537 664 286.889.354
Perkotaan WG kNY:: S 514.675.482
Perkebunan 95.885083 | Vg8.346.979 40.539.374
Perhutanan 60.990 60.990
P. Migas
P. non Migas 5.102.089 5.102.089
Jumlah 988.698.005 |  141.130.716 847.567.289

Sumber : KPPBB Tulungagung

Faktor-faktor yang menyebabkan besarnya tunggaék pada
Kabupaten Tulungagung antara lain :

1) Tipikal masyarakat sektor perkotaan yang mempukgsadaran
lebih rendah untuk membayar pajak di banding madkgpdr
sektor pedesaan.

2) Kurangnya petugas pemungut di pedesaan.

3) Ada kemungkinan petugas pemungut tidak segera rtakge
hasil pungutannya ke Bank persepsi, sehingga uaagl h
pungutan PBB yang seharusnya segera masuk ke kmgane
menjadi mengendap di kantong saku petugas pemungut.

4) Kebanyakan lokasi pedesaan yang ada di Kabupaten

Tulungagung belum terjangkau oleh fasilitas pemtzy#BB
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secara online, sehingga wajib pajak kurang mendapatkan
kemudahan dalam melakukan pembayaran PBB.

5) Banyak wajib pajak yang susah untuk di temui karereaeka
kebanyakan berada di luar kota atau, istilahnya lalayak
bangunan/tanah yang tanpa penghuni.

6) Tidak berlakunya sanksi yang tegas dalam rangkayameankan
penerimaan PBB
Untuk menekan atau meminimalisir jumlah tunggakajalp KP-

PBB menggunakan berbagai cara mulai dari pendekpexsuasif
sampai dengan penagihan aktif. Tindakan penagikirira dilakukan
apabila wajib pajak masih beriskukuh untuk tidakmhayar pajak.
Adapun serangkaian kegiatan yang ada dalam jadersgihan aktif
yang dilaksanakan oleh seksi penagihan adalah sielbagkut :

1) Dalam jangka waktu 30 hari wajib pajak tidak menpaikan
kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)a keala
KP-PBB akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak(SKP).
Apabila sampai jatuh tempo pembayaran wajib pajaekirb
melunasi pajak terutang yang tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) maka kepal®B&-
akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggaih tempo
wajib pajak belum menyerahkan SPOP atau belum rasiun
pajak terutangnya maka Kepala KP-PBB akan menenitk
Surat Teguran (ST).

3) Setelah 21 (dua puluh satu) hari setelah terbiSwat Teguran,
wajib pajak belum juga melunasi pajak terutangngkarkepala
KP-PBB akan segera menerbitkan Surat Paksa (SP).

4) Jika dalam kurun waktu 2x24 jam dari terbitnya $uraksa,
wajib pajak masih belum juga melunasi pajak tergiigia maka
Kepala KP-PBB akan segera menerbitkan Surat PRrinta
Melakukan Penyitaan (SPMP).
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5) Dalam 14 (empat belas) hari setelah terbitnya SPKHpala
KP-PBB akan melakukan pengumuman lelang (PL)
6) Pelaksanaan lelang dilakukan 14 (empat belas) $etelah
keluarnya pengumuman lelang.
d. Data Obyek Pajak, Luas Bumi dan Bangunan
Berdasarkan data yang diperoleh dari KPPBB Tulungag
disebutkan bahwa jumlah Obyek pajak dan luas bargpada tahun
2005 ke 2006 mengalami kenaikan. Hal ini menunjokkemtensi
penerimaan PBB semakin meningkat seiring dengaaikam jumlah
Obyek Pajak dan Luas Bangunan. Untuk lebih jelastafat di lihat
dari Tabel 7 dan 8 di bawah ini :

Tabel 7
Data Obyek Pajak, Luas Bumi dan Bangunan Tahun 2005
EERC S )\ N
Pedesaan 383.432 493.687.347 2.128.691
Perkotaan 141.256 136.032.926 4.256.854
Perkebunan 12 33.999.981 15.921
Perhutanan 23 411.821.650 1.951
P. Migas 2 1.128.887.264 -
P. non Migas 5 446.569 21.792
Jumlah 524.730 2.195.875.737 6.425.215

Sumber : KPPBB Tulungagung



Tabel 8
Data Obyek Pajak, Luas Bumi dan Bangunan Tahun 2006
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Sektor Obyek Pajak | LuasBumi (M2) Bangtr‘:g‘ﬁ(M 3
Pedesaan 387.670 488.576.225 2.540.905
Perkotaan 147.55p 127.031.825 4.669.487
Perkebunan 13 33.899.971] 17.019
Perhutanan 23 401.821.650 1.951
P. Migas 2 1.128.887.264
P. non Migas S 446.569 21.792

Jumlah 535.268 2.180.663.504 7.251.154

Sumber : KPPBB Tulungagung

e. Pembagian dan Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan PBB
1) Pembagian Hasil Penerimaan PBB

Bedasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 188%ang

pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangamara

pemerintah pusat dan daerah disebutkan bahwa pesdrimaan

PBB dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah demgbangan

sebagai berikut :

(a) 10% untuk pemerintah pusat.

(b) 90% untuk pemerintah daerah.

Jumlah 90% merupakan bagian daerah sebagaiman&sdichdi

atas diperinci sebagi berikut :

(a) 16.2% untuk pemerintah propinsi yang bersangkutan.

(b) 64.8% untuk daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan

(c) 9% untuk biaya pemungutan.

Hasil penerimaan PBB bagian daerah propinsi danrabae
Kabupaten/kota merupakan Pendapatan Daerah dap gatiun
anggaran harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapmia
Belanja Negara. Uraian penerimaan dan pembagianl has
penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan daembhpiten

Tulungagung dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini



Tabel 9
Pembagian Hasil Penerimaan PBB

Pada Tahun 2004

Pendapatan Pembagian hasil penerimaan PBB
Sektor Tahun
2004 .
Daerah Biaya
Pusat _ pemungutan
Propins Kab/kota
Pedesaan 5.521.611.000 552.161.100 894.500.982 3.578.003.928 496.944.990
Perkotaan 3.500.227.000 350.022.700 567.036.774 2.268.147.096 315.020.43(
Perkebunan 135.737.000 13.573.700 21.989.394 87.957.576 12.216.330Q
Perhutanan 1.045.666.000  104.566.600 169.397.892 677.591.568 94.109.940
Pertambangan 10.163.815.000 1.016.381.50( 1.646.538.03( 6.586.152.12( 914.643.35(0
Jumlah 20.366.946.000 2.036.694.600 3.299.463.072 13.197.852.288 1.832.936.040

Sumber : KPPBB Tulungagung
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Kontribus Penerimaan PBB terhadap Pendapatan Daerah Tk. Il
Kab. Tulungagung

Penerimaan PBB yang di peroleh tiap tahunnya tidizat di
pungkiri memberikan kontribusi besar terhadap tgt@herimaan
pendapatan daerah Kab. Tulungagung. Hal ini dajdtad pada
pembagian hasil penerimaan PBB tahun 2004 padal Babe atas.
Dimana dari total penerimaan sebesar Rp. 20.3680a86/ang masuk
ke kas daerah sebesar Rp.13.197.852.288 atau sdi88&06. Jika
ditindak lanjuti terhadap total pendapatan daeratd.Kulungagung
pada  tahun 2004 yang mencapai Rp.26.894.838.205
(www.tulungagung.go.id/dispenda), maka kontribusi penerimaan PBB
terhadap pendapatan daerah Kab.Tulungagung seldé&8ar atau
hampir mencapai separuh dari pendapatan daerabg&urkontribusi
yang besar terhadap pembangunan daerah Tk. || Gagumg.

Dengan adanya upaya mengoptimalkan penerimaan PBB
otomatis akan berpengaruh terhadap pendapatan hda&@ena
semakin besar penerimaan PBB, semakin besar pulailkesi yang
diberikan terhadap pendapatan daerah. Walaupurapsetahun
penerimaan PBB di Kabupaten Tulungagung mengalamingkatan,
namun masih ada celah-celah yang perlu lebih digk&n guna lebih
memaksimalkan penerimaan PBB, yaitu masih adanyggakan-
tunggakan dari wajib pajak, selain itu juga masiargya sektor-sektor
yang belum memenuhi target.

Untuk permasalahan tunggakan tercatat pada tahudb 20
besarnya tunggakan wajib pajak di Kabupaten Tulagggg sebesar
Rp. 988.698.005. Jika angka tersebut terealisaskaenuhnya maka
secara otomatis akan mengatrol penerimaan PBB kdanraenambah
kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Sedangkatuk
permasalahan beberapa sektor yang masih belum maremenunhi
target, disini diperlukan kejelian dari aparat pagamtuk mencari jalan

keluar agar sektor-sektor tersebut dapat memeartget
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Intepretas Data.

Dalam pembahasan ini akan diuraikan lebih lanjutgeeai upaya-

upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, baik ituyaipgang telah
dilakukan KPPBB, hambatan-hambatannya maupun atiepemecahan
masalah untuk mengatasi hambatan.

a. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPPBB Tulgoga, yaitu :

1) Latihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia daddrnimi

aparat pajak di KP-PBB Kab. Tulungagung. Latihaan d
pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan IBPPB
Tulungagung dilakukan guna meningkatkan profesiema kerja,
peningkatan mutu pelayanan, dan peningkatan efisielan
efektivitas kinerja aparat pajak dalam mencapaarsassasaran
kerja yang ditetapkan, semuanya itu semata-mataukunt
mengoptimalkan penerimaan PBB. Sesuai dengan pandap
Hani Handoko (1992:107), latihan dan pengembangampunyai
berbagai manfaat karier jangka panjang yang akambaetu
karyawan untuk tanggung jawab besar di waku yaram akatang.
Program-program latihan tidak hanya penting badividu, tetapi
juga organisasi dan hubungan manusiawi dalam kel&rkprja ,
dan bahkan bagi negara. Barangkali cara yang paiudgah untuk
meringkas manfaat-manfaat latihan adalah denganyadan
sebagai investasi organisasi dalam sumberdaya mariegihan
dan pengembangan Sumber Daya Manusia ini di ay@am@dengan
pengadaan pendidikan dan pelatihan pajak rutinkusgmua aparat
pajak yang ada di KPPBB Tulungagung. Pelatihantipala untuk
aparat PBB diantaranya adalah :
a. Diklat OC atauoperating consulte adalah diklat yang
berhubungan dengan komputerisasi dan data base KPPB
b. Diklat survey dan pemetaan.
c. Diklat dasar PBB merupakan diklat untuk pegawaiubar
dilingkungan KPPBB yang berisikan tentang pengetahu
dasar tentang PBB,dIl.
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2) Pengupdate-an terhadap obyek pajak secara rutin dan berkala.
Pengupdate-an ini dilakukan untuk memperbaharuhi NJOP objek
pajak baik objek pajak lama ataupun objek pajaku.bar
Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 3 Unoeatang
Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dddgdang-
Undang Nomor 12 tahun 1994, maka dalam penentug@PNJ
dikenal tiga pendekatan penilaian, yaitu :

a. Pendekatan Data Pagsliarket Data Approach).
Pendekatan data pasar dilakukan dengan cara memgkaua
objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak ksmng
sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengatakukan
penyesuaian yang dipandang perlu. Persyaratan uyaamg
harus dipenuhi dalam penerapan, pendekatan iniakadal
tersedianya data jual beli atau harga sewa yangarwaj
Pendekatan data pasar terutama diterapkan untuénioem
NJOP bumi, dan untuk objek tertentu dapat jugardymgakan
untuk penentuan NJOP bangunan.

b. Pendekatan Biay&ost Approach).
Pendekatan biaya digunakan untuk penilaian banguysitu
dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikiehn
untuk membuat bangunan baru objek yang dinilai dan
dikurangi penyusutan. Perkiraan biaya dilakukangdancara
menghitung biaya setiap komponen utama bangunateriaia
dan fasilitas lainnya

c. Pendekatan kapitalisasi pendapdtacome Approach).
Pendekatan ini pada umumnya diterapkan untuk odpgdd
komersial, yang dibangun untuk usaha/menghasilkan
pendapatan seperti hotel, apartemen, gedung perkanyang
disewakan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, tenepatasi
dan lain sebagainya. Dalam penentuan NJOP, panilaia
berdasarkan pendekatan ini dipakai juga sebagtipalaguji

terhadap nilai yang dihasilkan dengan pendekatanya
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3) Pengadaan penyuluhan kepada masyarakat.
Dengan dibantu petugas dari kelurahan maupun keeamsetiap
tahun pajak baru yang biasanya dilakukan pemba@&®PT
massal, KPPBB selalu melakukan penyuluhan kepadyarekat
tentang tata cara dan pentingnya membayar PBB menglaskan
secara rinci kepada masyarakat penyebab-penyebaik&a PBB.
Disamping itu KPPBB juga tak lelah-lelahnya memasspanduk
maupun iklan-iklan untuk selalu mengingatkan massyatr untuk
membayar PBB. Hal ini terus dilakukan untuk selalu
menumbuhkan rasa sadar akan pajak dan untuk mengaasih
tetap banyaknya tunggakan yang ada. Dengan adamyalphan
dan pemasangan iklan-iklan di jalan raya ini diap&an peran
serta masyarakat untuk selalu tertib akan pajakhggh tidak ada
lagi tunggakan-tunggakan yang dapat menghambatripersn
PBB.

4) Pembentukan tim intensifikasi yang bekerja sama galen
pemerintah daerah.
Berkaitan dengan pembentukan tim intensifikasijl Hesja sama
antara KPPBB dengan Pemerintah Daerah setempah dedhini
Dinas Pendapatan Daerah dirasa sangat menguntunigigin
peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan XRBB
Kabupaten Tulungagung, karena dengan pembentukem ti
intensifikasi antara dua instansi menjadikan kaegmakin efektif
sekaligus dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya
penyimpangan atau pengendapan setoran pajak, karena
dimungkinkan kedua belah pihak (KPPBB dan Pemdsg baling
mengontrol satu sama lain.

b. Hambatan-hambatan dalam upaya mengoptimalkan pegwesni PBB.
Sehubungan dengan upaya-upaya mengoptimalkan pexeri
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh KPPBB tidak depiari
hambatan-hambatan baik teknis maupun non-teknis er@ph

permasalahan yang dapat menghambat penerimaaamBi lain :
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1) Terkait dengan besarnya tunggakan Pajak Bumi damgBean

2)

yang terjadi di Kabupaten  Tulungagung merupaka
permasalahan yang serius. Hal ini disebabkan antam
kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan peyéng
membayar pajak. Beberapa hal yang menyebabkan dayan
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sehiakga
mengakibatkan timbulnya rasa malas dan berat fiati harus
membayar pajak, ditandai dengan wajib pajak tidakaporkan
keadaan obyek pajaknya yang sebenarnya. Besarmgmakan
pajak ini juga disebabkan karena terbatasnya pgtpganungut
yang ada di lapangan. Selama ini yang melakukagyian pajak
dari rumah ke rumah adalah petugas atau pegawigbel@erintah
daerah (dalam hal ini pegawai kelurahan), sedanglkgas dari
petugas kelurahan sendiri tidak hanya memunguk psghingga
kadang-kadang waktu untuk memungut pajak tersitamagu
menyelesaikan pekerjaan kantor yang lain. Masalatanignya
petugas di lapangan bisa berdampak buruk bagi ipesen Pajak
Bumi dan Bangunan. khususnya dari sektor pedesahmgga
mengakibatkan tunggakan pajak akan semakin besataid yang
menyebabkan besarnya tunggakan pajak adalah tidak
diberlakukannya sanksi yang tegas terhadap penkrumak, hal
seperti ini bisa saja disebabkan karena ketidakm#&skus untuk
memberlakukan sanksi yang tegas tersebut, walaspbanarnya
sudah diatur dalam Undang-Undang.

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam peaan Pajak
Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tulungagung adidaena
terbatasnya petugas pendataan dan penilaian, aerganlah
petugas pendataan di KPPBB hanya mencapai seKitarahg dan
di bantu oleh beberapa pegawai musiman atau honSedain
karena terbatasnya petugas yang melakukan pendadaan
penilaian dari KPPBB pegawai honorer disini jugapata

menimbulkan permasalahan karena dimungkinkan pahgan
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tentang Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang. Sabahdalah
wajib pajak tidak memberikan informasi yang sebeyar
mengenai kondisi obyek pajak yang dimilikinya. Seglan obyek
pajak yang ditangani oleh KPPBB jumlahnya sangatyala
tercatat pada tahun 2006 jumlah objek pajak di Kalbngagung
sebanyak 537.254. Hal ini menyebabkan adanya emikgang
kurang obyektif dan maksimal, terutama pada waldmasukan
obyek pajak dimana ada beberapa data obyek paja§i tedah
mengalami perubahan kondisinya tetapi dikenakamakpapsuai
dengan data sebelum mengalami perubahan, sehirzggla yang
terutang lebih besar menjadi lebih kecil, hasilpgaerimaan PBB
kurang bisa optimal.

Sulitnya penyampaian SPPT secara langsung kepajila pegak
(WP) disebabkan wajib pajak tidak berdomisili diraabyek pajak
berada karena wajib pajak mempunyai banyak obyégkk patau
obyek pajak berupa tanah kosong dan seringkalk tilketahui
pemilik yang sebenarnya atau bahkan disebabkan kablasaan
wajib pajak yang melakukan transaksi jual beli dopajak tanpa
disertai proses.balik nama sehingga pada waktu SiE2mpaikan
kepada wajib pajak yang lama, WP yang bersangkiidak mau
membayar karena menganggap obyek pajak yang dimyiik
sudah dijual. Sulitnya penyampaian SPPT secaralemgkepada
wajib pajak mengakibatkan hilangnya kesempatan kuntu
menambah penerimaan PBB dari obyek pajak yang rggtatan.
Terkadang pembayaran PBB melalui ATM bank terdapetierapa
permasalahan yang mengakibatkan tidak seimbangmyara
jumlah data setoran dengan jumlah kas yang mashikngga hal
ini menyebabkan terjadinya complaint, baik darigilwajib pajak
maupun dari pihak KPPBB sendiri. Permasalahan ysenng
terjadi antara lain:

(a) Terjadinya jumlah tagihan yang tidak sesuai ant3taat
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Pemberitahuan Pajak.Terutang (SPPT) dan data di Adihk.
Ketidaksesuaian ini bisa disebabkan karena hunran @éalam
melakukan perpindahan data dari kantor pajak k&kBan

(b) Salah bayar NOP. Maksudnya, dalam melakukan. peanaay
melalui mesin ATM wajib pajak keliru dalam memasakk
NOP (Nomor Obyek Pajak).

(c) Struk ATM tidak keluar.

(d) Kemungkinan wajib pajak merasa nama maupun alamatny
belum sesuai dengan yang muncul di tayar ATM.

(e) Kemungkinan data wajib pajak tidak ditemukan paalgai
ATM tetapi wajib pajak mempunyai SPPT.

5) Terjadinya pengendapan uang pungutan pajak di asetug
pemungut. Kasus seperti ini banyak di temui padarapdari
kelurahan/desa yang mengkoordinir anggota masytangkaPara
oknum aparat ini berkedok belum semua anggotanyabagar
sehingga uang yang sudah dibayarkan kepadanyaagikeaid untuk
digunakan tidak sesuai fungsinya. Hal seperti inerupakan
masalah yang cukup serius karena selain dapat raevigt
penerimaan pajak tetapi juga dapat mencoreng kirdaji aparat
pajak itu sendiri.

c. Langkah-langkah pemecahan masalah.

Langkah-langkah pemecahan masalah yang bisa
dipertimbangkan dalam upaya meminimalisasi perraasal yang
timbul guna mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan
(PBB) di Kabupaten Tulungagung antara lain :

1) Terkait dengan besarnya tunggakan pajak, satu &d inilai
positif guna meminimalisasi tunggakan pajak adatidngan
memberlakukan sanksi yang tegas, dengan mengé&gaktif
pemberlakuampunishment yaitu berupa sanksi bunga 2% perbulan
selama maksimal 2 tahun sesuai dengan pasal 1lnghdladang

No 12 Tahun 1985 tentang PBB, terhadap keterlambata
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pembayaran PBB. Selain memberlakukan sanksi tegaya lain
yang dapat ditempuh jika pemberlakuan denda masgdn t&dak
dihiraukan setelah jatuh tempo yang telah ditetaidalah dengan
mengefektifkan pelaksanaan penagihan aktif padaunugak
pajak. Penagihan aktif ini dilakukan dengan meng@an surat
paksa yang saat ini berdasarkan Undang-Undang ndgnd@ahun

1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Siks#.Pa

Upaya yang dapat ditempuh dalam rangka memininsalisa

kemungkinan salah pendataan obyek pajak adalah adeng

meningkatkan profesionalisme petugas lapangan dengaa
memberikan bekal yang cukup, yaiu berupa kegiatdatipan dan
pengembangan kepada petugas pendata di lapangaiantar
petugas yang bukan dari pegawai pajak. Sesuai pahdalenry
Simamora (2004:276) bahwa orang-orang yang komped#dsam
bidangnya dapat disediakan dengan proses pelatitan
pengembangan untuk mengerahkan potensi penuh me3elkan
itu dengan cara memberikan pengertian kepada \ajdk supaya
memberikan data dan informasi yang sebenarnya sebab
dengan obyek pajaknya. Apabila wajib pajak tidakmerikan
informasi yang sebenarnya, maka wajib pajak akarasaerugi
karena ketidakbenaran data dan informasi yang iddrer yang
nantinya data tersebut digunakan untuk menentu&aarbya pajak
terutang. Sedangkan keterbatasan tenaga penildingkungan

KPPBB Tulungagung dapat diatasi dengan penambadaagad

penilai tambahan dengan cara :

(a) Bekerja sama dengan Seksi lain di lingkungan KPRB&k
sementara waktu, alternatif ini diberikan mengirtgatga dari
seksi lain dipastikan sudah memahami tata caragbead dan
penilaian obyek pajak.

(b) Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Kabupaten

Tulungagung) dalam penambahan tenaga penilai, mgaigi
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pada waktu pelaksanaan pendataan dan penilaian guna
menetapkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk mierkan

pajak terutang, pihak Pemda lebih mengetahui pptdas
perkembangan wilayahnya, dengan demikian penilgemg
obyektif dan maksimal dapat tercapai.

3) Penyampaian SPPT secara langsung kepada wajib paalang

4)

sulit dilakukan terlebih lagi jika wajib pajak tiklaberdomisili
dimana obyek pajak berada. Menyikapi permasalahangy
demikian pemecahan masalahnya bisa dilakukan deadanya
penetapan pajak dari KPPBB Tulungagung, misalnyakuwajib
pajak yang sulit ditemui secara langsung atau pabgan SPPT
dianggap sudah diterima apabila SPPT diterima olaimg yang
sudah dewasa yang serumah dengan wajib pajakwaijta pajak
berada di luar wilayah KPPBB ataupun untuk tanasokg, tanah
kapling yang wajib pajaknya sulit ditemui, maka yempaian

SPPT-nya diusahakan dengan cara memasang daftar wajit

pajak di papan pengumuman kantor kelurahan/desapat. Dan

bila dalam jangka waktu 14 hari SPPT tidak diamimbka SPPT
tersebut telah dianggap diterima.

Upaya pemecahan masalah yang berhubungan dengaysean

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui ATM adalabasgi

berikut:

(a) Nasabah dipersilahkan menghubungi atau datangsung
ke loket Pelayanan Satu Tempat (PST) KPPBB.

(b) Sebagaimana penyelesaian pada poin sebelumnya untuk
mengatasi permasalahan pada poin ini nasabah aafib w
pajak dipersilahkan untuk menghubungi atau datangdung
ke loket PST KPPBB.

(c) Nasabah dipersilahkan untuk menghubungi loket P&{liku
meminta salinan STTS dengan membawa surat keteralaga
Bank yang berisi NOP dan tahun yang telah dibayatsimal
3 bulan sejak dilakukannya transaksi.
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(d) Apabila pembayaran PBBnya melebihi tanggal jatuinpi@
maka jumlah yang muncul di layar ATM telah termadekda
maksimal 48%.

(e) Wajib pajak dipersilahkan untuk datang langsung R&T
KPPBB.

(f) Wajib pajak dipersilahkan datang langsung ke PSP B®’

5) Upaya dari KPPBB dan Pemerintah Daerah untuk mesgtktor
negatif yang sekiranya dapat merugikan penerimagakFBumi
dan. Bangunan (PBB) terkait masalah pengendapam pamutan
pajak di petugas pemungut dengan dibentuknya Tiensifikasi

merupakan kebijakan yang sangat tepat karena dengan

pembentukan tim tersebut dimungkinkan adanya sistem

pengawasan ganda terhadap penerimaan Pajak BurBiashgunan

(PBB), sehingga terjadinya pengendapan pajak dapat

diminimalisasi. Upaya lain yang dirasa efektif ahaldengan

menerapakan hukuman ataunishment. Menurut Henry Simamora

(2004:298) hukuman adalah  konsekuensi yang tidak

menyenangkan dari respons perilaku tertentu. Hukunsecara
aktif dapat menghilangkan perilaku yang tidak déatheki dengan
menerapkan sebuah pengukuh yang tidak diinginkapadae
pelakunya. Dengan demikian penerapan hukumanpatashment

ini diharapkan dapat membuat petugas pajak enggan takut
untuk melakukan pengendapan atau penyimpanganfpaggan
lain baik yang merugikan masyarakat atau organgasim hal ini
KPPBB.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada uraian dalam Bab IV pembahasan mengenai upaya
mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten
Tulungagung, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari tahun ke tahun target dan realisas penerimaan Pagak Bumi dan
Bangunan mengalami peningkatan, ha ini disebabkan karena semakin
bertambahnya jumlah objek pajak yang terdata dari tahun ketahun. Namun
peningkatan tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan di setiap sektor,
sehingga penerimaan PBB menjadi kurang optimal.

2. Penerimaan Pgjak Bumi dan Bangunan terbesar di Kabupaten Tulungagung
dari tahun ketahun masih didominasi oleh sektor pertambangan khususnya
dari sektor migas baru kemudian disusul oleh sektor pedesasan. Besarnya
penerimaan pada sektor pertambangan migas ini dikarenakan adanya subsidi
peemerataan hasil pertambangan migas dari pusat.

3. Sektor perkotaan merupakan sektor yang menyebabkan tunggakan pajak
terbesar. Dari laporan tunggakan tercatat Rp.570.222.255 dari Rp.
988.698.005 atau mencapai 58%. Faktor dominan yang menyebabkan sektor
perkotaan menjadi sumber tunggakan pajak terbesar adalah karena
kurangnya kesadaran masyarakat perkotaan akan pentingnya membayar
pajak, ha ini disebabkan semakin pintarnya masyarakat kota untuk
memanipulasi atau bahkan meremehkan kewajiban untuk membayar pajak.

4. Faktor negatif yang berdampak buruk pada penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Tulungagung, kebanyakan disebabkan oleh faktor
internal, yaitu berkaitan dengan mental petugas pemungut pajak, sehingga
mengakibatkan banyak pengendapan hasil pungutan Pajak Bumi dan
Bangunan di petugas pemungut.

5. Dengan dibentuknya Tim Intenstfikasi atas hasil kerja sama antara
Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Tulungagung dengan KPPBB
Tulungagung maka proses penagihan tunggakan pajak melalui tindakan
penagihan aktif dinilai semakin efektif, terlihat dari hasil penagihan aktif
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dari waktu kewaktu mengalami peningkatan.

Realisas pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat | dan Pemerintah Daerah
Tingkat 1l dalam hal ini Kabupaten Tulungagung sudah sesua dengan
ketentuan yang ada, sehingga kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan untuk Kabupaten Tulungagung segera dapat dimanfaatkan untuk
mel aksanakan pembangunan daerah di berbagal bidang.

B. Saran

Beberapa masukan atau saran yang dapat diberikan sehubungan upaya

mengoptimalkan penerimaan PBB dalam kontribusinya terhadap pendapatan
daerah adalah sebagai berikut :

1

Dalam pelaksanaan pendataan objek paak baru ataupun dalam
pemutakhiran data objek pajak lama semestinya petugas kelurahan yang
diberi tugas untuk mendampingi petugas pendata dan KPPBB harus lebih
bisa bekerja sama dengan baik sehingga pelaksanaan pendataan bisa
berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktu yang ditentukan.

Dalam rangka pelaksanaan pendataan semestinya KPPBB menurunkan
orang-orang yang profesional dan mengetahui cara pendataan yang benar,
sehingga wajib pajak tidak ada yang merasa dirugikan, sekaligus target
pendataan bisa dicapai dengan maksimal.

Dihimbau kepada wajib pajak terutama masyarakat perkotaan untuk bisa
lebih bersikap kooperatif dalam memberikan informasi yang akurat
mengenai objek pajak yang dimiliki demi kepentingan wajib pajak sendiri.
Daam membayar Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB), semestinya wajib
pajak tidak perlu menunggu sampai waktu jatuh tempo, untuk
mengantisipas adanya penumpukan pembayaran, karena apabila terjadi
penumpukan pembayaran dikhawatirkan waktu pembayaran akan melebihi
batas waktu jatuh tempo, sehingga wajib pajak akan dikenai sanksi
administrasi dan hal itu berarti akan merugikan wajib pajak sendiri.

Guna mengejar penerimaan Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten
Tulungagung, tindakan penagihan aktif harus terus dilakukan, sekaligus
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melakukan kontrol atau pengawasan kepada petugas pemungui.

. Guna menertibkan administrasi pembayaran PBB sekaligus guna
menghindari terjadinya penumpukan pembayaran maka alangkah lebih
baiknya jika dibuatkan jadwal pembayaran pada tiap kecamatan yang ada di
Tulungagung.

. Dalam rangka memenuhi target penerimaan PBB, maka setiap kelurahan
diharuskan mencantumkan bukti pelunasan PBB bagi warganva yang ingin
mengurus surat atau dokumen di kelurahan, seperti pembuatan KTP,
sertifikat tanah, surat pindah, dil.

. Untuk menarik Wgjib supaya segera melakukan pembayaran PBB, maka
pihak KPPBB dapat memberikan bonus atau insentif bagi wajib pgjak yang
melakukan pembayaran paling awal. Hal ini menikdak lanjuti pemberian
hukuman bagi wajib pajak yang elat membayar.
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